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MOTTO 

 

  ۚ وهُ  بُ  ُ ت فىاكْ ى  مًّ سى مُ لٍ  أىجى  ٰ لَى نٍ  إِ يْ دى بِ مْ  تُ  ْ ن ي ى ا تىدى ا  ذى إِ وا  نُ مى نى آ ي لَّذِ ا ا  هى أىي ُّ يَى 

لِ  دْ عى لْ بِِ بٌ  تِ ا مْ كى نىكُ  ْ ي ب ى بْ  تُ يىكْ لْ  وى

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”1 

(Q.S Al Baqarah: 282) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Al quran Tikrar, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 49 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak 

terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata 

asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman 

transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman 

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. 

A. KONSONAN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

ṭ أ ̀ ط 

ẓ ظ b  ب 

 ت  t ع  ‘

 gh غ  Th ث 

f ف j ج 

q ق ḥ ح 

 k ك Kh خ

l ل d  د 

 m م  Dh ذ 

n  ن r ر 

 

Hamzah ( )ءyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( )ءterletak di tengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (’) 

 

 

w  و z ز 

h ه s س 

 ش sh ء ̓

y  ي ṣ  ص 

ḍ  ض   
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B. VOKAL 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I اَ ْي

 Fatḥah dan wau Iu A dan U اوَ 

 

Contoh: 

يْفى :    كى kaifa 

وْلى َ: هى  haula 

C. MADDAH 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ــاَ ــىَ

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ــيِ
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 Ḍammah dan wau ū u dan garis di ـــ وَ

 

Contoh: :  

 māta :   مَاتَ 

 ramā :  رَمَى

 qīla :  قيِْلَ 

 yamūtu :  يمَُوْتُ 

 

D. TA MARBŪṬAH 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  رَوْضَةُ الأطْفَال

 al-madīnah al-fāḍīlah :  المَدِيْنَةُ الفَضِيلَةُ 

 al-ḥikmah :   الحِكْمَةُ 

 

E. SYADDAH (TASYDĪD) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ّ ), ـdalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 rabbanā :  رَبَّنَا



 
 

xii 
 

يْنَا  najjainā :  نَجَّ

 al-ḥaqq :  الحَق  

 al-ḥajj :  الحَج  

 nu’’ima :  نعُِمَ 

 aduwwu‘ :  عَدوُ  

Jika huruf  ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah ( ِ ), ــmaka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَلَى

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عَرَبِي  

 

F. KATA SANDANG 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( لاalif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشَّمْسُ 

لْزَلةَ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :   الزَّ

لفَلسَفَةا    : al-falsafah 

 al-bilādu :   البلِاَدُ 

 

G. HAMZAH 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: 

 ta’murūna :   تأَمُْرُونَ 

 ’al-nau :   النَّوءُ 

 syai’un :   شَيْ ءُ 

 umirtu :   أمُِرْتُ 

 

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM 

BAHASA INDONESIA 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

 

I. LAFẒ AL-JALĀLAH ( اللة) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

 dīnullāh :  دِيْنُ اللِ 
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Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh :  هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللِ 

 

J. HURUF KAPITAL 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

  Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān  

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs  

Abū Naṣr al-Farābī  

Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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 ABSTRAK 

Hariski Romadona Setya, 19210131. 2023. Sinkronisasi Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 

Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. 

Kata Kunci: Sinkronisasi, Pencatatan Nikah, Nikah Belum Tercatat 

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif bukan untuk 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Permendagri mengeluarkan 

peraturan yaitu seseorang bisa mencatatkan perkawinan belum tercatat dengan 

melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) dan diketahui oleh dua 

orang saksi. Hal ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang mendorong untuk 

dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan penelitian dalam 

skripsi ini adalah untuk mengetahui sinkron atau tidaknya Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Nikah Dibawah Tangan. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dikarenakan 

peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk 

menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Adapun data 

yang digunakan berupa UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Permendagri No 109 

Tahun 2019 dan peraturan lain terkait dengan pencatatan perkawinan belum 

tercatat. Adapun berbagai macam peraturan tersebut diselaraskan dengan teori 

jenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky terkait dengan hierarki norma hukum 

yang berlaku di Indonesia.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan belum tercatat 

menurut Permendagri No 109 Tahun 2019 mengalami ketidaksinkronan pada 

materi hukumnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesian terkait 

tentang prosedur proses pencatatan perkawinan yang langsung diarahkan pada 

Dukcapil dengan cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) disertai dengan 2 orang saksi. Substansi peraturan perundang-undangan 

harus selaras antara norma hukum tertinggi sampai dengan yang terendah, mulai 

dari UUD Tahun 1945, UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, KHI, Perpres 

No 96 tahun 2018, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Permendagri  Nomor 

9 tahun 2016, Permendagri No 108 Tahun 2019, Permenag No 20 Tahun 2019, 

Permendagri No 109 Tahun 2019, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan baik secara vertikal maupun horizontal. 
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ABSTRACT 

 

Hariski Romadona Setya, 19210131. 2023. Synchronization of Laws and 

Regulations in Indonesia on Underhand Marriage Registration. 

Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. 

Keyword: Synchronization, Marriage Registration, Unregistered Marriage 

 

Marriage registration is an administrative requirement not to determine 

whether a marriage is valid or not. The Permendagri issues a regulation that states 

that a person can register a marriage under the hand by attaching a Statement of 

Responsibility (SPTJM) and it is known by two witnesses. This is contrary to the 

Marriage Law which encourages it to be officially registered by Marriage 

Registrars. The purpose of the research in this thesis is to find out whether or not 

the laws and regulations in Indonesia are in sync with the registration of 

underhanded marriages. 

 

The research method used is normative juridical because researchers use 

library materials as the main data for analyzing cases, and the authors do not 

conduct field research. The data used is in the form of Marriage Law No. 1 of 1974, 

Permendagri No. 109 of 2019 and other regulations related to the registration of 

private marriages. The various kinds of regulations are aligned with Hans Kelsen 

and Hans Nawiasky's hierarchical theory of legal norms in force in Indonesia. 

 

The results of the study show that marriage registration has not been 

recorded according to Permendagri No 109 of 2019 experiencing a discrepancy in 

legal material with Indonesian laws and regulations regarding the procedure for the 

marriage registration process which is directly directed at Dukcapil by simply 

attaching a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) accompanied by 2 

witnesses. The substance of laws and regulations must be aligned between the 

highest legal norms to the lowest, starting from the 1945 Constitution, Law No. 1 

of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, KHI, Presidential Decree No. 96 

of 2018, MK Decision Number 46/PUU-VIII /2010, Permendagri Number 9 of 

2016, Permendagri No. 108 of 2019, Permenag No. 20 of 2019, Permendagri No. 

109 of 2019, in accordance with the hierarchy of laws and regulations both 

vertically and horizontally. 
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 خلاصة 
رمضان ستيا  الزواج   .2023 .19210131،  هارزقي  تسجيل  بشأن  إندونيسيا  في  واللوائح  القوانين  تزامن 

الحكومية    . أطُرُوحَة. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلاميةالخفي 
 .الانجبم

 .S.HI., M.Hتيغوه ستيا بودي ،   :المستشار

 زواج غير مسجل : التزامن ، تسجيل الزواج ، الكلمات الرئيسية 
   Permendagri تسجيل الزواج هو مطلب إداري لعدم تحديد ما إذا كان الزواج صحيحًا أم لا. يصدر

وهو   (SPTJM) المسؤوليةلائحة تنص على أنه يمكن لأي شخص تسجيل الزواج تحت يده من خلال إرفاق بيان 
معروف من قبل شاهدين. هذا مخالف لقانون الزواج الذي يشجع على أن يتم تسجيلها رسميًا من قبل مسجلي  
متزامنة مع   إندونيسيا  القوانين واللوائح في  إذا كانت  البحث في هذه الأطروحة هو معرفة ما  الغرض من  الزواج. 

 .تسجيل الزيجات المخففة أم لا 
 

بحث المستخدمة هي معيار قانوني لأن الباحثين يستخدمون مواد المكتبات باعتبارها البيانات  طريقة ال
الرئيسية لتحليل القضايا ، ولا يقوم المؤلفون بإجراء بحث ميداني. البيانات المستخدمة هي في شكل قانون الزواج  

لمتعلقة بتسجيل الزواج الخاص.  واللوائح الأخرى ا  2019لعام    109رقم     Permendagri،    1974لعام    1رقم  
تتماشى الأنواع المختلفة من اللوائح مع نظرية هانس كيلسن وهانس ناياسكي الهرمية للمعايير القانونية السارية في  

 .إندونيسيا 
 

يمكن اعتباره    2019لعام    109رقم  Permendagriظهر نتائج الدراسة أن تسجيل الزواج باليد وفقًا لـ 
غير متزامن في مادته القانونية مع القوانين واللوائح الإندونيسية فيما يتعلق بإجراءات عملية تسجيل الزواج التي يتم  

برفقة شاهدين. يجب    . (SPTJM)المسؤولية المطلقة ببساطة عن طريق إرفاق بيان  Dukcapilتوجيهها مباشرة في 
، القانون رقم.    1945مواءمة جوهر القوانين واللوائح بين أعلى المعايير القانونية إلى الأدنى ، بدءًا من دستور عام  

م  ، المملكة العربية السعودية ، المرسوم الرئاسي رقم. رق 1975لسنة  9، لائحة حكومية رقم.   1974لسنة   1رقم 
قرار    2018لعام    96  ،MK    46رقم  /  PUU-VIII / 2010   ،Permendagri    2016لعام    9رقم    ،

Permendagri No. 108    2019لسنة    ،Permenag No. 20    2019لعام    ،Permendagri No. 109  
، وفقًا للتسلسل الهرمي للقوانين واللوائح رأسياً وأفقي   2019لعام 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi orang yang 

melakukanya. Definisi dari Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 

Dalam agama islam seseorang dikatakan dalam status perkawinanya 

ketika sudah memenuhi syarat rukunya, diantaranya: calon mempelai pria dan 

wanita, wali, dua orang saksi, akad, dan mahar. Sementara itu, karena Indonesia 

adalah negara hukum maka seseorang yang melakukan perkawinan maka harus 

memenuhi persyaratan yang berlaku. Disamping syarat-syarat secara agama, wajib 

juga melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinanya sah dan diakui 

secara agama dan secara hukum, karena akan mempunyai bukti berupa akta 

autentik.3 

Tujuan perkawinan secara jelas diterangkan dalam Al Quran dan hadits, 

salah satunya untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri (QS. Ar 

 
2 Subekti dan R.Tjitrosudibyo, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Jakarta:Pradnya Paramita,1978), 423. 
3 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana 

Pranada Media Group,2013), 206 
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Rum:21)4 dan untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat islam 

dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. An-Nisa: 1).5  Kesempurnaan 

keluarga bahagia tatkala dapat membentuk atau mewujudkan keluarga maslahah. 

Keluarga maslahah adalah keluarga yang bermanfaat bagi diri sendiri, pasangan, 

orang lain, masyarakat dan lingkungan.6 

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut pemerintah lewat Undang-

Undangnya menetapkan beberapa aturan. Antara lain perkawinan harus dicatat dan 

melarang perkawinan di bawah umur. Hal ini merupakan upaya negara untuk 

melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan atau penerapan perkawinan. 

Sayang sekali, aturan ini mengalami kendala serius di lapangan, baik pada aturan 

pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta pemahaman 

agama. Keberadaan aturan atas batas usia minimal calon pengantin dan keharusan 

mencatat perkawinan, tidak disertai kemudahan akses dan sanksi bagi 

pelanggarnya. Hal yang demikian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, 

yang mana kondisi masyarakat dengan pola relasi gender yang timpang, 

mengakibatkan perempuan mengalami dampak yang lebih rentan   

Mengutip dari media berita Indo Zone, Direktur Jenderal Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif  Fakhrulloh mengatakan, 

setiap warga negara pada prinsipnya punya hak untuk terdaftar di dalam kartu keluarga. 

 
4 Al quran Tikrar, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 406 
5 Al quran Tikrar, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 77. 
6 Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan, Prolog 

Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, 

(Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan 

Keagamaan,2013), xi. 
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Bagi pernikahanya belum dicatatkan maka akan ada status khusus yang akan 

disematkan di dalam KK. Mereka akan diberi status "nikah belum tercatat" atau 

"kawin belum tercatat" di dalam KK mereka.7 Sontak hal ini menimbulkan pro kontra 

dalam masyarakat. Hal ini bertolak belakang  dengan prinsip pencatatan perkawinan 

yang  sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang 

mana setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku. 

Kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan  suatu permasalahan baru.  

Pasal-pasal tentang perkawinan telah diatur dalam hukum positif, antara 

lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat peraturan 

pelaksanaannya. Perkawinan yang terdaftar dianggap sebagai persatuan yang sah 

oleh agama dan negara. Seperti yang diarahkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). 

Menurut keterangannya, agama menganggap perkawinan di luar nikah sah, tetapi 

perkawinan itu tidak diakui oleh negara karena belum dicatatkan. 

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim dicatat dalam Akta 

Nikah, sebagaimana tercantum dalam Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

 
7 https://www.indozone.id/news/qEsglgx/heboh-nikah-siri-tetap-bisa-punya-kartu-keluarga- 

dosen-uin-bakal-subur-nikah-siri/read-all diakses pada hari jumat 6 Agustus jam 14.00 

WIB 

 

https://www.indozone.id/news/qEsglgx/heboh-nikah-siri-tetap-bisa-punya-kartu-keluarga-dosen-uin-bakal-subur-nikah-siri/read-all
https://www.indozone.id/news/qEsglgx/heboh-nikah-siri-tetap-bisa-punya-kartu-keluarga-dosen-uin-bakal-subur-nikah-siri/read-all
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Pencatatan Nikah, Pasal 2 Ayat (1).8 Akibatnya, setiap umat Islam yang bertempat 

tinggal di Indonesia wajib mencatatkan perkawinannya sesuai dengan dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hal belum selesai, maka 

perkawinan yang terjadi tidak mempunyai kekuatan yang sah. Penerbitan peraturan 

ini dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban administrasi, transparansi, 

dan kepastian hukum di masyarakat. 

Surat Pernyataan Perkawinan/Cerai (SPTJM) belum tercatat sebagai salah 

satu persyaratan pencatatan status perkawinan/perceraian di KK bagi warga yang 

tidak memiliki dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta nikah, atau kutipan 

surat nikah atau surat cerai, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 109 

Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam 

Administrasi Kependudukan.9 SPTJM dapat digunakan sebagai syarat pembuatan 

kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat yang tidak memiliki 

buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai, sebagaimana diatur dalam ketentuan 

di atas. Peraturan tersebut dalam pertimbangannya dibuat untuk efisiensi, 

efektivitas, dan kenyamanan administrasi kependudukan. Sebagai sarana 

pencatatan, Dukcapil hanya memenuhi UU No 23 Tahun 2006 dan 24 Tahun 2013 

tentang administrasi kependudukan. di mana tujuan utamanya adalah untuk 

memasukkan peristiwa kependudukan Indonesia yang signifikan ke dalam database 

kependudukan. 

Selain itu, Perpres No. Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil dan 

 
8 Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan 
9 Pasal 5 Ayat 2 (b) Permendagri Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku 
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Pencatatan Penduduk Pasal 34 Tahun 2018 seseorang dapat membuat Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ada dua orang saksi dalam 

peristiwa tersebut. Pencatatan dilakukan jika tidak memiliki akta kelahiran, tidak 

memiliki buku nikah atau kutipan dari akta nikah atau bukti sah lainnya, tetapi 

status hubungan di KK menunjukkan bahwa status sudah menikah. Selain itu, diatur 

dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 2 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa 

Penerbitan KK lain yang tidak tidak memenuhi prasyarat harus disertai dengan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.10 

Apabila ditelaah kembali, secara garis besar timbul akan timbul 

kontrakdiftif regulasi. Sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan dalam 

menyusun perundang-undangan, agar peraturan perundang-undangan menjadi 

selaras dan merupakan kesatuan yang utuh.11 Apabila tidak dilakukan akan ada 

yang namanya disharmonisasi atau tidak sinkron yang bisa mengakibatkan 

diantaranya terjadinya multi tafsir dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian 

hukum, dan disfungsi hukum yang mana hukum tidak dapat berfungsi memberikan 

pedoman berperilaku kepada masyarakat.12   

 
10 Pasal 10 Ayat 2 Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 

Pencatatan Sipil 
11 Rudy Hendra Pakpahan, SH, M.Hum, Harmonisasi Dalam Pemebentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Kemenkumham, 16 Desember 2015, diakses 11 November 2022, 

https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-

peraturan-perundang-undangan 
12 A.A. Oka Mahendara, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, Kemenkumham,  29 Maret 

2010, diakses 11 November 2022 

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harm
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Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka norma-

norma hukum yang berlaku berjenjang-jenjang, merujuk atau berlandaskan pada 

norma hukum yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma 

dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila (Staatsfundamentalnorm).13 Hal 

tersebut selaras dengan Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukumnya 

(Stufentheorie), Beliau berpendapat berpendapat bahwa dalam tatanan hierarki 

norma-norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis, artinya suatu norma 

yang lebih rendah tingkatanya bersumber dan berdasar pada norma yang lebih 

tinggi, dan yang paling puncak ialah yaitu Norma Dasar (Grundnorm).14 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang 

berjudul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada 

Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat ”.  

 

B. Batasan Masalah 

Fokus penelitian ini dibatasi terkait dengan sinkronisasi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 dengan peraturan perundang- 

undangan di Indonesia khusunya yang mengatur tentang pencatatan perkawinan 

belum tercatat.  

 

 
onisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180 
13 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), 

(Yogyakarta, Kanisius, 2007), 57. 
14 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), 41 
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C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat 

beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni: 

1. Bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang undangan di 

Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat? 

2. Bagaimana substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia menuju 

prosedur pencatatan perkawinan yang harmonis ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka 

penulis memiliki beberapa tujuan dengan adanya penyelesaian masalah tersebut, 

yaitu: 

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan sinkronisasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 terhadap 

peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan 

perkawinan belum tercatat. 

2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan substansi peraturan 

perundang-undangan di Indonesia menuju prosedur pencatatan 

perkawinan yang harmonis. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah     

wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan 

sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia 

terkait pencatatan perkawinan belum tercatat. 

b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai polemik kawin belum tercatat, sehingga diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu  

pengetahuan. 

c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum 

pada khususnya, terutama mengenai hukum keluarga yang memiliki 

hubungan erat dengan hukum perdata. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya 

mahasiswa syariah tentang pencatatan perkawinan bagi pasangan yang 

perkawinanya belum tercatat. 

b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku perkawinan yang 

perkawinanya belum dicatatkan. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam menyusun proposal skripsi ini, guna mendapatkan data yang 

lengkap, akurat, dan obyektif, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang digunakan 

penulis, maka penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis 

normatif, karena ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, 

termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research).15 Penelitian 

Pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari 

berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak hanya buku-buku, 

melainkan juga termasuk, jurnal, majalah, dan dokumentasi. Penelitian 

kepustakaan ditekankan pada berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, 

pendapat, gagasan yang natinya akan digunakan untuk menganalis dan 

memecahkan masalah yang akan diteliti.16  

Untuk Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis 

normatif ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan 

penekanan analisis pada penyimpulan komparasi dan dinamika hubungan 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.17 Bahan 

hukum yang diperoleh bukan berdasarkan pada angka melainkan data 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.II (Jakarta: Kencana, 2011), 90 
16 Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

2008),20. 
17 Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5. 
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dengan kata-kata atau sebuah pernyataan dalam mengkaji hukum 

positif.18  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang akan 

memecahkan suatu masalah terkait sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan 

perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan nikah di 

bawah tangan. Namun, untuk menganalisis tersebut perlu dilakukan 

dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Adapun pendekatan yang akan 

digunakan sebagai berikut: 

 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Apporoach) 

Dalam penelitian hukum normatif, tidak akan terpisah dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach).19 Semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti 

diperiksa dengan menggunakan metode ini. Penulis akan memiliki 

kesempatan untuk menggali data mengenai kesesuaian satu undang-

undang dengan undang-undang lainnya dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang ini.20 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 
18 Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, 6. 
19 Soejono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada,1999),23. 
20 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, 133. 



11 
 

  

Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dengan maksud 

mengacu pada doktrin dan pandangan ilmu hukum yang ada.21 

Mewujudkan pemikiran atau cara pandang yang melahirkan pemahaman, 

gagasan dan aturan yang sahih yang dapat diterapkan pada masalah yang 

dibahas, secara spesifik dengan memusatkan pada cara pandang dan 

prinsip dalam kajian regulasi akan melahirkan cara pandang yang 

mengarah pada pemahaman, gagasan dan aturan yang relevan dengan 

masalah yang diperiksa. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum, khususnya yuridis normatif tidak 

mengenal adanya data, karena sumber penelitian hukum diperoleh dari 

kajian pustaka bukan dari lapangan. Maka dalam penelitian normatif 

dikenal bukan jenis data, melainkan bahan hukum.22 Dalam penelitian 

hukum normatif bahan dasarnya ialah bahan pustaka, yang dalam ilmu 

penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.23 Untuk 

mendapatkan bahan penelitian, maka harus dilakukan studi pustaka yang 

mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang diambil dari bahan 

kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier.24 

 

 
21 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, 135. 
22 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum,181. 
23 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2006), 24. 
24 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),154. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang relevan dan berasal langsung dari sumber data 

penelitian tesis ini disebut bahan hukum primer. Bahan hukum primer 

bersifat otoritatif, yang menunjukkan bahwa bahan tersebut merupakan 

hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.25 Peraturan 

perundang-undangan, catatan atau risalah resmi yang digunakan untuk 

membuat undang-undang, dan keputusan yang dibuat oleh hakim 

merupakan bahan hukum primer.26 

Adapun dalam penelitian hukum ini, peneliti mengambil data dari:  

1) Undang Undang Dasar 1945 

2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

5) Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 Tentang 

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 

Pencatatan Sipil. 

9) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. 
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 Tentang 

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 

Kependudukan. 

 

 

 
25 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum,181. 
26 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum 

primer disebut sebagai bahan hukum sekunder.27 Bahan hukum sekunder 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain Buku Ilmu 

Perundang-Undangan I karya Maria Farida, Buku Penelitian Hukum 

karya  Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. dan jurnal- 

jurnal hukum terkait penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang mendukung 

dan menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder seperti KBBI, 

kamus hukum, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain 

yang berkaitan dengan pokok kajian.28 Dalam penggunan kata atau istilah 

penulis merujuk pada KBBI agar penulisan sesuai dengan Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan (EYD).  

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan : 

a. Metode Studi Kepustakaan (Bibliographi Research) 

Dalam metode studi kepustakaan, dokumen hukum primer, 

sekunder, dan tersier dikumpulkan sesuai dengan pembahasannya 

kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya. Studi literatur adalah proses 

 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 196. 
28 Burhan Shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rhineka Cipta,2001),103 
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mencari dokumen hukum dengan melihat, mendengarkan. Saat ini, 

banyak pencarian dilakukan secara online.29 

b. Metode Dokumentasi (documenter) 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

hukum seperti perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan 

objek yang diteliti.30 Dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang menggunakan dokumentasi, maka di harapkan agar penelitian ini 

lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi 

merupakan sumber penting yang menyangkut tentang pencatatan 

pasangan nikah belum tercatat. Dalam penelitian ini, dokumen yang 

digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya 

dengan hukum dan peraturan-peraturan lainya.  

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum 

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode 

pengumpulan bahan hukum, kemudian peneliti melakukan pengolahan 

bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (Editing) 

  Pemeriksaan bahan hukum merupakan proses pemeriksaan 

kembali bahan hukum yang telah diperoleh dari segi kelengkapanya, 

 
29 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

160. 
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Perss,1986), 66.  
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kejelasan makna, kesesuian, serta relevansinya dengan lainya.31 

Relevansi antara satuan atau kelompok data yaitu data pustaka dan 

dokumentasi. Cara yang ditempuh oleh peneliti yaitu: Memilih bahan 

hukum penelitian yang berkaitan dengan pembahasan sinkronisasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 

terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan 

perkawinan belum tercatat pada peraturan perundang-undangan terkait 

objek penelitian. 

b. Klasifikasi (Classifying) 

  Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua bahan hukum, 

kemudian dicocokkan dengan rumusan masalah yang ada serta unsur- 

unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.32 Hal ini dilakukan agar 

mempermudah proses analisis yang dikemukakan. Semua bahan hukum 

yang telah didapat kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, serta 

digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Caranya ialah menggabungkan 

antara bahan hukum dokumentasi dan pustaka. Klasifikasi dilakukan 

dengan tingkat kesesuaian dengan objek penelitian.  

d. Verifikasi (Verifying) 

Pada tahap ini peneliti mengkaji bahan hukum yang terkumpul 

untuk kebenaran informasi dan kebenaran informasi berupa data 

dokumenter dan data kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum 

 
31 Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi, (Malang:Fakultas Syariah 

UIN Malang),2004 
32 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian (Cet.1, Jakarta: Predana Media, 

2003), 335. 
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dokumenter dan seleksi bahan hukum pustaka berupa undang-undang, 

jurnal, artikel, buku-buku tentang pokok penelitian. Sumber lain adalah 

undang-undang perkawinan, pencatatan perkawinan dan semua data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Verifikasi dilakukan dengan variabel 

teori Stufentheory. 

e. Analisis (Analyzing) 

Metode analisis normatif ialah cara untuk menginterpretasikan 

bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma 

hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan.33 Selain itu, bahan hukum yang diperoleh dianalisis 

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa undang-undang 

yang terkait dengan pembahasan kajian ini. Semua data diurutkan dan 

diproses sesuai dengan masalahnya. Penulis menganalisis data, yang 

keakuratannya telah diverifikasi. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis isi 

(Content Analysis) sebagai pisau analisnya. Holsti menyebutkan Content 

Analysis adalah setiap teknik yang digunakan untuk membuat 

kesimpulan secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi ciri-

ciri pesan tertentu.34 Content Analysis digunakan untuk mengukur atau 

 
33 Noeng Muhadjir, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin P.o Box 83, 

Yogyakarta,hlm. 49. 
34 Valerine J.L.Krickhoff, “Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal” Era 

Hukum no 6 (1995):86 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15721/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&is

Allowed=y 
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menilai tingkat keterandalan (reliability) dan kesahihan (validity) dari 

data yang telah diperoleh dengan upaya lain. Dalam penelitian hukum 

normatif, teknik ini berarti memperluas wawasan pengertian data 

sekunder (bahan dokumen).   

f. Kesimpulan (Concluding) 

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Peneliti 

akan membuat ini kesimpulan yang berupa jawaban dari sebuah 

pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian 

berupa sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang undangan di 

Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat dan substansi 

peraturan perundang-undangan di Indonesia menuju prosedur pencatatan 

perkawinan yang harmonis. 

G. Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah karya ilmiah, penelitian terdahulu menjadi hal yang 

sangat penting sebagai pembanding dengan penelitian yang sudah ada. Adapun 

yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Amanda Zubaidah Aljarofi dengan judul “Analisis 

Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat 

Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, 

Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
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Sunan Ampel, 2019.35 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field reseach). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum 

kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan 

dalam blangko kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, 

Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.  Pengembangan database 

kependudukan yang beralih ke SIAK 7 ini secara tidak langsung 

berfungsi atau mendapat kepastian hukum, namun malah bertentangan 

dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 2 

Perma Nomor 19 Tahun 2018. 

  Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang 

status perkawinan siri yang dicatat sebagai perkawinan belum tercatat. 

Adapun Perbedaan Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

reseach). Sedangkan yang sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif. Penelitian terdahulu membahas status perkawinan dalam kartu 

keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. 

Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas mengenai sinkronisasi 

 
35 Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan 

Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga” 

(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 

http://digilib.uinsby.ac.id/34277/1/Amanda%20Zubaidah%20Aljarofi_C91215102.pdf 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 

terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan 

nikah siri.  

 

2. Penelitian oleh Cholidatul Rizky Amalia dkk., dengan judul “Legalitas 

Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri” Jurnal JCH (Jurnal 

Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2, Maret 2022.36 Jenis penelitian 

hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berdasarkan 

Undang-Undang dan peraturan yang terdapat di Indonesia, serta konsep-

konsep hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Hasil dari penelitian 

ini mengenai keabsahan dari penerbitan Kartu Keluarga untuk 

perkawinan siri dapat disimpulkan bahwa pelaku nikah siri telah 

melanggar pencatatan. Dengan demikian, perkawinan tidak selesai hanya 

dengan berlangsungnya akad nikah, melainkan harus juga dicatat. Serta 

Akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam 

perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum-oknum yang 

akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. 

  Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas 

problematika nikah siri dalam hal pencatatan perkawinan, jenis 

penelitianya sama menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun 

perbedaanya, penelitian terdahulu fokus penelitianya yaitu keabsahan 

daan akibat hukum KK yang terbit dari pasangan nikah siri . Sedangkan 

 
36 Cholidatul Rizky dkk., “Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri”,  JCH 

(Jurnal Cendekia Hukum), No. 2 (2022): https://e-jurnal.stih-

pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/458/301 
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penelitian yang sekarang lebih fokus pada sinkronisasi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan 

perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan nikah siri. 

 

3. Penelitian oleh Rika Puspa Ningsih Lubis dengan judul “Pembuatan 

Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi 

Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”, Skripsi pada Fakultas 

Syari’ah IAIN Bukittinggi, 2018.37. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian empiris dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

lapangan (Field Research). Hasil penelitian menyebutkan untuk 

memperoleh kartu keluarga pasangan nikah dibawah tangan di 

Sarilamak, Kecamatan Harau yaitu dengan mambawa Surat Pengantar 

dari Nagari ke Kantor Catatan Sipil. Dalam kurun waktu kurang lebih 

seminggu kantor catatan sipil akan mengeluarkan Kartu Keluarga. 

Adapun fungsi kartu keluarga ini yaitu untuk mendapatkan kemudahan 

dalam hal mengurus terkait dengan administrasi kependudukan. Kartu 

Keluarga ini hanya berlaku pada saat mereka tinggal di Sarilamak apabila 

mereka pindah maka wajib membuat kartu keluarga yang asli.  

  Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama 

membahas tentang pembuatan KK bagi pasangan nikah siri. Adapun 

perbedaanya ialah penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian empiris, 

 
37 Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah 

Tangan” (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak), (Undergraduate thesis, Institut Agama 

Islam Negeri Bukittinggi, 2018), 

http://ecampus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=82593&jurusan=&jenis=Item&

usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain 
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sedangkan yang sekarang menggunakan yuridis normatif. Kemudian 

penelitian terdahulu fokus membahas bagaimana proses pembuatan KK 

dan kedudukanya bagi pasangan nikah siri. Kalau penelitian sekarang 

akan fokus membahas pada sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-

undangan di Indonesia terkait pencatatan nikah siri. 

4. Penelitian oleh Sri Mulyani Tomayahu, dengan judul “Analisis Maşlaḥah 

Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga 

(Kk) Pada Pernikahan Siri”, Skripsi pada Fakultas Ilmu Agama Islam, 

Universitas Islam Indonesia, 2022.38 Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini pendekatan yuridis normatif, ialah mengkaji atau menganalisis peraturan 

Permendagri No 109 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini untuk melindungi 

istri, kaum perempuan, dan anak anak agar mereka tercatat didalam 

administrasi kependudukan,dan analisis maslahah terhadap kebijakan 

Dirjen Dukcapil yaitu menggunakan kaidah Dar’ul Al-Māfasid 

Muqaddamun ‘Ala Jalbli Al-Maşāliḥ dan kaidah Al-Masyaqqah Tajlib At-

Taisir. Kebijakan ini memberikan kemudahan dan mendatangkan 

kemaslahatan bagi masyarakat yang menikah siri dan punya keturunan 

untuk mendapatkan Kartu keluarga, serta melindungi istri kaum perempuan.

  

 
38 Uni Hanifah, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” 

(Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 

https://repository.ummat.ac.id/4039/ 
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Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah sama 

membahas mengenai nikah siri, jenis penelitian yang dipakai sama yaitu 

normatif. Adapun perbedaanya ialah penelitian terdahulu fokus membahas 

mengenai mengetahui alasan Dukcapil membuat peraturan terkait nikah 

belum tercatat dan mengetahui analisis maslahah . Sedangkan penelitian 

sekarang membahas mengenai sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan 

perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum 

tercatat. . 

5. Penelitian oleh Fadli, dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap 

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”Jurnal 

Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 

4 No 1, januari-Juni 2021.39 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara 

normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari 

penerbitan KK. Hasil penelitian menunjukkan tujuan diterbitkanya KK 

bagi pasangan nikah siri ialah untuk memberikan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari nikah siri. Namun terobosan tersebut 

menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi yaitu tumbuh suburnya 

praktek nikah siri di Indonesia. 

  Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah sama 

 
39 Agung Eko Wahyudi, “Tinjauan Maslahah Terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo Dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017” 

(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018), 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/5402/1/gabung.pdf 
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membahas mengenai nikah siri. Adapun perbedaanya ialah penelitian 

terdahulu membahas mengenai implikasi yuridis atas terbinya KK hasil 

perkawina siri. Sedangkan penelitian sekarang fokus membahas 

sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 

tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait 

pencatatan perkawinan belum tercatat 

 

Tabel 1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

N

o. 

 

Penulis/ 

Universitas/ 

Tahun/ Judul 

 

 

Isu 

Hukum 

 

Hasil  

Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Amanda 

Zubaidah 

Aljarofi/ 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Ampel/2019/ 

Analisis 

Yuridis 

Terhadap 

Dijadikannya 

Kategori 

Perkawinan 

Belum Tercatat 

Sebagai Salah 

Satu Status 

Perkawinan 

Dalam Blangko 

Kartu Keluarga 

Perkawina

n belum 

tercatat 

sebagai 

salah satu 

status 

perkawinan 

dalam 

blangko 

Kartu 

Keluarga 

Dasar hukum 

yaitu terdapat 

pada 

Peraturan 

Menteri 

Dalam Negeri 

Nomor 118 

Tahun 2017 

Tentang 

Blangko 

Kartu 

Keluarga, 

Registrasi dan 

Kutipan Akta 

Pencatatan 

Sipil.  

  

Membahas 

tentang 

status 

perkawinan 

siri yang 

dicatat 

sebagai 

perkawinan 

belum 

tercatat. 

Membaha

s 

harmonisa

si 

Permenda

gri Nomor 

109 Tahun 

2019 atas 

Permenag 

Nomor 19 

Tahun 

2018. 

Memakai 

memakai 

yuridis 

normatif. 

2. Cholidatul 

Rizky Amalia 

dkk.,/2022/Leg

alitas 

Legalitas 

dan akibat 

hukum 

Hasil dari 

penelitian ini 

mengenai 

keabsahan 

Sma-sama 

membahas 

problemati

ka nikah 

Penelitian 

terdahulu 

fokus 

penelitianya 
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Penerbitan 

Kartu Keluarga 

Dalam 

Perkawinan 

Siri” Jurnal 

JCH (Jurnal 

Cendekia 

Hukum) 

Volume 7 

Nomor 2. 

penerbitan 

KK 

dari 

penerbitan 

Kartu 

Keluarga 

untuk 

perkawinan 

siri dapat 

disimpulkan 

bahwa pelaku 

nikah siri 

telah 

melanggar 

pencatatan 

siri dalam 

hal 

pencatatan 

perkawinan

, jenis 

penelitiany

a sama 

menggunak

an 

penelitian 

hukum 

normatif. 

yaitu 

keabsahan 

daan akibat 

hukum KK 

yang terbit 

dari pasangan 

nikah siri . 

Sedangkan 

penelitian 

yang 

sekarang 

lebih fokus 

pada 

sinkronisasi 

Peraturan 

Menteri 

Dalam 

Negeri 

(Permendagri

) Nomor 109 

tahun 2019 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan di 

Indonesia 

terkait 

pencatatan 

nikah siri. 

3. Rika Puspa 

Ningsih Lubis/ 

IAIN 

Bukittinggi/ 

2018/ 

Pembuatan 

Kartu Keluarga 

Bagi Pasangan 

Yang Menikah 

Di Bawah 

Tangan (Studi 

Kasus Nagari 

Harau 

Kecamatan 

Sarilamak) 

Pembuatan 

Kartu 

Keluarga 

pada 

pasangan 

nikah 

dibawah 

tangan 

Memperoleh 

kartu 

keluarga 

tanpa 

melakukan 

isbat nikah di 

Pengadilan 

Agama yaitu 

hanya dengan 

membawa 

Surat 

Pengantar 

dari Nagari ke 

Kantor 

Catatan Sipil. 

Kesamaan 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian 

ini adalah 

sama 

membahas 

tentang 

pembuatan 

KK bagi 

pasangan 

nikah siri. 

Fokus 

membahas 

pada 

harmonisas

i 

Permendag

ri Nomor 

109 Tahun 

2019 atas 

Permenag 

Nomor 19 

Tahun 

2018.Penel

itian 

sekarang 

menggunak

an yuridis 
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normatif. 

4. Sri Mulyani 

Tomayahu/Uni

versitas Islam 

Indonesia/2022

/Analisis 

Maşlaḥah 

Terhadap 

Kebijakan 

Dirjen 

Dukcapil 

Tentang 

Pemberian 

Kartu Keluarga 

(Kk) Pada 

Pernikahan 

Siri. 

Kebijakan 

Dukcapil 

tentang 

pemberian 

Kartu 

Keluarga 

(KK) pada 

pasangan 

nikah siri.  

Kebijakan ini 

memberikan 

kemudahan 

dan 

mendatangka

n 

kemaslahatan 

bagi 

masyarakat 

yang menikah 

siri dan punya 

keturunan 

untuk 

mendapatkan 

Kartu 

keluarga, 

serta 

melindungi 

istri kaum 

perempuan. 

Berdasar pada 

kaidah Dar’ul 

Al-Māfasid 

Muqaddamun 

‘Ala Jalbli Al-

Maşāliḥ dan 

kaidah Al-

Masyaqqah 

Tajlib At-

Taisir. 

Membahas 

mengenai 

nikah siri, 

jenis 

penelitian 

yang 

dipakai 

sama yaitu 

normatif. 

Fokus 

penelitian 

membahas 

mengenai 

harmonisasi 

Permendagri 

Nomor 109 

Tahun 2019 

atas 

Permenag 

Nomor 19 

Tahun 2018. 

5. Fadli/ Implikasi 

Yuridis 

Terhadap 

Penerbitan 

Kartu Keluarga 

Bagi Pasangan 

Nikah Siri Di 

Indonesia/2021

/Jurnal 

Mediasas: 

Media Ilmu 

Syari Jurnal 

dan Ahwal Al-

Syakhsiyyah, 

Volume 4 No 1. 

Implikasi 

yuridis 

penerbitan 

KK bagi 

pasangan 

nikah siri 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

tujuan 

diterbitkanya 

KK bagi 

pasangan 

nikah siri 

ialah untuk 

memberikan 

perlindungan 

terhadap 

perempuan 

dan anak dari 

nikah siri. 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

yang 

sekarang 

ialah sama 

membahas 

mengenai 

nikah siri. 

Adapun 

perbedaanya 

ialah 

penelitian 

terdahulu 

membahas 

mengenai 

implikasi 

yuridis atas 

terbinya KK 

hasil 

perkawina 

siri. 

Sedangkan 

penelitian 
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Namun 

terobosan 

tersebut 

menimbulkan 

persoalan 

sebagai 

konsekuensi 

yaitu tumbuh 

suburnya 

praktek nikah 

siri di 

Indonesia. 

sekarang 

fokus 

membahas 

sinkronisasi 

Peraturan 

Menteri 

Dalam 

Negeri 

(Permendagr

i) Nomor 109 

tahun 2019 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan di 

Indonesia 

terkait 

pencatatan 

perkawinan 

belum 

tercatat. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian skripsi ini terdapat IV (Empat) Bab. Penulisan penelitian 

skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam 

penelitian. Pada bab pendahuluan akan dijelaskan latar belakang dari 

permasalahan pencatatan nikah pada pasangan kawin belum tercatat untuk 

diangkat menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Akan dijelaskan juga 

tentang Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan 

Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, 

Analisis Data ditambah Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan. 
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BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi 

perkembangan data dan/atau informasi. Landasan konsep dan teori-teori 

tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan- yang 

diangkat dalam penelitian tersebut. 

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data 

yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah 

literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

BAB IV adalah Penutup. Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian 

skripsi ini dan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait hasil 

dan proses penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sinkronisasi 

 

1. Pengertian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sinkronisasi” berasal dari 

kata kerja “sinkron” yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, sejajar 

dan selaraas.40 Istilah “sinkronisasi” identik dengan “harmonisasi” yang dapat 

diartikan sebagai upaya menemukan keselarasan atau sinkronisasi. Keselarasan 

peraturan perundang-undangan yang sedang disusun untuk mengatur suatu bidang 

tertentu satu dengan yang lain disebut dengan sinkronisasi hukum. Tujuan 

sinkronisasi adalah untuk menghindari tumpang tindih, bekerja sama, dan terkait 

satu sama lain.41 

Endang Sumiarni berpendapat bahwa keselarasan dapat diartikan sebagai 

sistematisasi hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya 

secara vertikal antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.42 Agar peraturan perundang-

undangan yang berlaku memiliki substansi yang sama dan tidak tumpang tindih, 

maka penegak hukum harus melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih besar 

 
40 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/sinkron, diakses pada 16 November 

2022 
41 Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, 

(Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2016), 16. 
42 Endang Sumiarni, metodologi Penelitian Hukum dan Statistik (Yogyakarta: 2013), 5. 

https://kbbi.web.id/sinkron
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terhadap asas-asas berlakunya. Peter Mahmud Marzuki menegaskan adanya asas 

hukum yang dikenal dengan lex superiori derogat leg inferiori, yang menyatakan 

bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Mengenai sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan, inilah yang menjadi pedoman atau acuan. Peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah hierarki peraturan perundang-undangan 

akan diabaikan dalam hal terjadi perbedaan pendapat.43 

Menelaah istilah sinkronisasi dan harmonisasi maka dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa kedua kata tersebut memiliki definisi yang sama yaitu upaya 

untuk mewujudkan keserasian antara perundang-undangan satu dengan yang lain. 

Selain itu juga untuk mengatasi pertentangan hukum demi mewujudkan suatu 

sistem hukum yang terpadu, baik terhadap rancangan hukum yang sedang dibuat 

(legal drafting) maupun hukum yang telah berlaku (existing legal system). 

Sinkronisasi maupun harmonisasi hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses 

dalam penyelarasan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

tujuanya untuk menyelesaikan masalah  peraturan-peraturan yang mengalami 

kejanggalan dan mungkin bertentangan. Sehingga pada akhirnya dapat terbentuk 

peraturan undangan nasional yang sinkron, seimbang, konsisten dan taat asas-asas 

hukum yang berlaku.44  

 
43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 139. 
44 Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 18 
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Upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara 

vertikal maupun horinsontal. Tujuan dilakukanya hal tersebut adalah sebagai upaya 

yang dilakukan untuk mencari keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam 

peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu kesatuan hukum. Maka dari 

itu, para pakar kemudian menggunakan istilah yang berbeda beda untuk 

menjelaskan tentang harmonisasi dan sinkronisasi. 

2. Jenis Sinkronisasi Hukum 

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan 

sinkronisasi atau dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:45 

a. Sinkronisasi Vertikal 

Sinkronisasi Vertikal dilakukan untuk melihat apakah peraturan 

perundangan-undangan sudah selaras atau malah terjadi disharmonisasi hukum atau 

bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan lainya. Apabila 

didefinisikan maka sinkronisasi vertikal adalah penyelarasan peraturan perundang-

undangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dalam 

hierarki yang berbeda. 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa Jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:46  

 
45 Soerjono Sorkanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006, 74.  
46 Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Peraturan Presiden; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan  

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dalam sinkronisasi vertikal, selain memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi hierarkinya, juga harus memperhatikan kronologi tahun 

dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

Sinkronisasi vertikal berupaya mencapai keselarasan antara peraturan yang lebih 

rendah dan peraturan yang lebih tinggi.47 

b. Sinkronisasi Horizontal 

Keselarasan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya dalam satu hirarki yang sama disebut dengan sinkronisasi 

horizontal.48 Selain itu, sinkronisasi horizontal harus dilakukan secara kronologis, 

khususnya sesuai dengan urutan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi horizontal bertujuan untuk 

 
47 Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 20 
48 Zaedah Nur Rasidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda 

Agama”, Al-Ahkam, No 1 (2013): 13, 

https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/70 
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menunjukkan sejauh mana hukum tertentu kompatibel secara horizontal, atau 

kompatibel dengan hukum yang sebanding di bidang yang sama.49 

B. Pencatatan Nikah 

1. Pencatatan Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 

1974 

Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku begitulah bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang pencatatan perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.50 

Pemerintah menyatakan dalam perubahan UU 1/1974 bahwa asas pencatatan 

perkawinan menyatakan sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada sah 

tidaknya hukum agama yang berlaku. Tetapi, suatu perkawinan tidak dapat diakui 

sah jika tidak dipatuhi. Tujuan pencatatan perkawinan, sebagaimana disebutkan 

dalam ayat 2 Pasal (2) diantaranya ialah terciptanya tertib administrasi, menjamin 

status hukum suami, istri, dan anak serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak 

tertentu hasil perkawinan, antara lain hak mewariskan harta benda dan memperoleh 

akta kelahiran.51 

 

 
49 Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

21 
50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 
51 Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Perkawinan Di Indonesia”, Legislasi Indonesia, No 3 (2017): 259, 

http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf 
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diperjelas dalam aturan pelaksanaanya 

yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sehubungan dengan pengujian UU 1/1974, Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) menetapkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan untuk menjamin 

hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang sah. Syarat-

syarat dan tata cara hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, 

dan Pasal 12 UU Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.52 

Sekalipun perkawinan diatur oleh hukum perdata, negara wajib memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum kepada suami istri, khususnya dalam hal 

pencatatan sipil administrasi kependudukan. Setiap perkawinan harus dicatat secara 

resmi sebelum dapat dianggap sah. Hal ini dapat memiliki implikasi hukum 

terhadap hak dan kewajiban sipil seperti hak pemeliharaan dan hak waris.53 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan 

pedoman yang bersangkutan” merupakan standar yang memuat keabsahan sebagai 

jenis perkawinan konvensional. Akibat pencatatan perkawinan, akta nikah (akta 

otentik) sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 

Oleh karena itu, DPR berpendapat jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka 

dapat diartikan tidak memenuhi syarat formil. Anak-anak yang lahir dari 

 
52 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tentang Permohonan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20-21. 
53 Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, 26 
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perkawinan yang tidak dicatatkan dipengaruhi oleh implikasinya terhadap hak-hak 

sipil.54 

Bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh pemerintah dan DPR di atas, 

Menurut MK dalam Putusanya No 46/PUU-VIII/2010, pencatatan perkawinan 

merupakan syarat administratif dan bukan merupakan faktor penentu sahnya suatu 

perkawinan. sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2. 

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon pasangan 

merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tugas 

administrasi adalah persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan negara.55 

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU 

Perkawinan, maka perkawinannya dianggap sah secara agama tetapi tidak dianggap 

sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibatnya, perkawinan 

semacam ini tidak dilindungi atau diakui oleh hukum. Dua bagian kalimat ini, Pasal 

2 UU No. 1 Tahun 1974 berlaku bersama-sama, tidak tersendiri. Bagian awal Pasal 

2 ayat (1) PP 1/1974 yang mengatur perkawinan, sedangkan bagian kedua Pasal 2 

ayat (2) PP 1/1974 menandai perkawinan sebagai demonstrasi yang sah. Akibatnya, 

perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum. Tercatatnya suatu perkawinan 

merupakan bukti yang sah, yang sangat penting untuk membuktikan bahwa telah 

terjadi perkawinan yang sah.56 

 
54 Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Perkawinan Di Indonesia, 225-271. 
55 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33 
56 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, (Yogyakarta: 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pedoman 

hukum pencatatan perkawinan. Pasal 10 mengatur tata cara perkawinan. yang 

berbunyi Perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh setelah pengumuman 

perkawinan oleh pegawai pencatat yang disebut dalam pasal 8 peraturan pemerintah 

ini. Kemudian, proses pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum setiap agama 

dan keyakinan serta diadakan di hadapan PPN dan disaksikan oleh dua orang 

pengamat.57 

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI lebih lanjut mengatur tentang pencatatan 

perkawinan bagi orang Islam. Akibatnya, pendaftaran pernikahan bagi umat Islam 

diatur sebagai berikut: umat islam Indonesia wajib mencatat setiap perkawinan 

untuk menjamin tertibnya perkawinan, pencatatan perkawinan sebagaimana 

tersebut di atas dilakukan oleh Pencatat Nikah sesuai dengan UU 22/1946,  

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berlangsung di depan dan di bawah 

pengawasan seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Perkawinan yang 

dilakukan di luar pengawasan PPN adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum.58 

 

 
Pustaka Pelajar, 2010), 23-24. 
57 Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 

Nomor 12, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya 

disebut PP 9/1975) 
58 Pasal 5 ayat (1) dan ((2) & Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam 
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2. Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Menteri (Permendagri) No 109 

tahun 2019  

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga 

Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) di bawah Kemendagri 

(Kementerian Dalam Negeri) merupakan instansi yang berwenang mencatat 

administrasi masyarakat dan data kependudukan.59 Informasi mengenai data 

kependudukan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengadaan 

kepemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga pembangunan dan 

pemerintahan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah 

tersebut. 

Guna memudahkan masyarakat dan Pencatatan sipil dalam upaya 

pendataan, penerbitan NIK, KK, dan KTP, Pemerintah mengembangkan aplikasi 

SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).60 Sesuai dengan 

perkembangan zaman kini perekaman database masyarakat saat ini telah 

menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan komunikasi yang serba cepat 

dan canggih. Terbukti kini Pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK 

online dan jauh lebih mudah dan praktis. Semua data kependudukan masyarakat 

dimasukkan terlebih dahulu ke sistem kemudian baru dicetak berdasarkan format 

yang sudah ada dalam SIAK online tersebut.61 

 
59 Fulthoni, et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: ILRC, 2009), 3 
60 Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu 

Keluarga.” Jurnal al-Hukama, No 2 (2019): 304. 

https://www.researchgate.net/publication/350731503_Kategori_Perkawinan_Belum_Tercatat_dala

m_Blangko_Kartu_Keluarga_Perspektif_Yuridis 
61 Raja Ilyas Aman,dkk., “Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”, Jurnal 

Kebijakan Publik, No. 1 (2012): 20, 
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Karena kartu keluarga adalah dokumen yang sah dan penting, informasi di 

dalamnya tidak dapat diubah, dicoret, atau ditambahkan. Dalam waktu 14 hari 

kerja, kepala keluarga harus memberitahukan ke kantor kecamatan setiap ada 

perubahan informasi. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang harus dipenuhi adalah KK lama 

dan bukti peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.62 

Ada aturan tentang cara penulisan kartu keluarga, khususnya dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu 

Keluarga. Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan 

Peralihan pasal 33 memaparkan bahwa susunan daftar dan seleksi akta pendaftaran 

umum harus menggunakan aplikasi SIAK selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 

peraturan ini diwartakan. Kartu keluarga sudah menggunakan model terbaru, yaitu 

berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7. Format 

SIAK versi 7 dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekarang termasuk kolom 

golongan darah, status perkawinan, dan tanggal pernikahan.63 

SIAK versi 7 dimodifikasi untuk mengubah status perkawinan mereka yang 

sebelumnya menikah atau lajang menjadi terdaftar. Dimana sa 

 
https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/1536/1511 
62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
63 Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu 

Keluarga Perspektif Yuridis”, 309. 
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lah satu pedoman pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang muncul 

di seluruh masyarakat adalah pernikahan dan kematian. Tidak dicatatnya 

perkawinan adalah salah satu masalah yang hingga kini juga masih banyak yang 

belum mencatatkan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

mempercepat pemrosesan perubahan informasi pada kartu keluarga yang 

sebelumnya tertulis menikah tetapi tidak memiliki akta nikah atau surat nikah untuk 

memastikan keakuratan informasi perkawinan. Pengaturan ini juga bekerja dengan 

dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.64 

Perkawinan yang belum didaftarkan sebagai salah satu syarat pencantuman 

status perkawinan/perceraian di KK bagi Penduduk yang tidak memiliki surat nikah 

berupa surat buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai, bisa melampirkan 

SPTJM. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) Permendagri No 109 tahun 

2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi 

Kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat tanpa buku nikah, 

merujuk pada peraturan diatas terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak  (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat 

Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah di bawah tangan.65 

C. Teori  Hans Kelsen (Stufentheorie) 

Hukum merupakan lembaga sosial yang fungsinya untuk melakukan 

pemeliharaan terhadap ketertiban, penyelesaian sengketa, dan memberi arahan 

 
64 Anas Maulana, “Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang 

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan” Islamic Law, No 2 

(2022): 59, https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542 
65 Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2019 Tentang 

Formulir dan Buku 
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untuk berperilaku baik. Hukum termanifestasi sebagai institusi sosial dalam 

berbagai rupa, termasuk peraturan perundang- undangan negara, putusan-

putusan hakim, adat kebiasaan masyarakat, maupun perjanjian perjanjian yang 

dibuat oleh para warga masyarakat. Dari sekumpulan kaidah-kaidah yang 

merupakan satu kesatuan, hukum menjadi pedoman tingkah laku dalam 

bermasyarakat. Sistem hukum seringkali juga memiliki yang sama dengan tata 

hukum.66 Tata hukum merupakan sebuah sistem yang bukan hanya sekedar 

kumpulan kaidah namun memiliki sistematika dan kesatuan yang terstruktur. 

Dalam peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan Hans Kelsen 

mengemukakan teori yang dinamai dengan teori hukum berjenjang (Stufentheorie) 

atau hierarki norma. Menelisik teori Hans Kelsen yaitu Stufentheorie, dijelaskan 

bahwasanya dalam sistem hukum ini memiliki suatu hierarki atau sistem 

pertanggaan kaidah.67 Setiap perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah 

harus memiliki dasar dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada 

diatasnya. Setiap norma hukum harus menerapakan dan mencerminkan adanya 

sistem hierarki namun antar peraturan harus berkesinambungan. Norma hukum 

yang paling tinggi disebut dengan konstitusi berdasarkan pada norma dasar yang 

disebut Groundnorm.68 Di dalam norma dasar ini mengandung asas-asas hukum 

yang berupa nilai nilai moral atau tuntutan etis yang akan menjadi dasar dari 

bangunan sistem hukum. 

 
66 Soepomo, Sistem Hukum Indonesia Sebekum Perang Dunia Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1971), 3. 
67 Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni), alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, 

Cet.VI (Nusa Media, 1982), 243-244. 
68 Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni), 243-244. 
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Gambar 1 

Sistem Hierarki Norma Hukum Menurut Hans Kelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maria Farida Indrati, hal. 45 

Dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida mengutip 

pendapat Hans Kelsen bahwa norma hukum bersifat hierarkis. Norma hukum yang 

lebih rendah didasarkan dan berlaku untuk standar yang lebih tinggi dan seterusnya, 

hingga mencapai standar hipotetis dan imajiner yang tidak dapat dilacak, yaitu 

norma dasar (grundnorm).69 Grundnorm adalah standar tertinggi dari susunan 

hierarki, dan tidak ada standar yang lebih tinggi. Masyarakat mendefinisikan 

standar dasar ini sebagai standar dasar yang memberikan pedoman untuk standar 

yang mendasarinya. 

Norma hukum, menurut Hans Kelsen, selalu didasarkan pada norma yang 

lebih tinggi, tetapi norma hukum yang mendasarinya juga merupakan sumber dan 

basisnya. Dalam urutan kerangka standar, kualitas terbaik (norma dasar) menjadi 

 
69 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 41. 
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kiblat untuk standar hukum di bawahnya. Seluruh sistem standar di bawah ini juga 

akan rusak jika norma fundamental diubah atau dirusak.70 

Menurut Hans Kelsen, sumber atau dasar hukum yang diacu tidak hanya 

sekedar konstitusi. Akan tetapi, norma hukum yang lebih tinggi merupakan dasar 

bagi norma hukum yang lebih rendah dan sumber berlakunya norma hukum yang 

mendasarinya adalah undang-undang. Misalnya UU yang menjadi landasan bagi 

keputusan yang dibuat oleh hakim. Putusan ini bersifat individual dan 

membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam 

putusan. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan definisi 

sumber hukum yang pertama, namun juga mencakup pemikiran hakim yang 

mempengaruhi pembentukan hukum, menjadikannya sebagai sumber hukum.71 

UUD 1945 menjadi standar fundamental bagi hierarki hukum Indonesia, 

menurut teori Hans Kelsen. Sebagai standar tertinggi asas hukum (rechtsidee) agar 

negara Indonesia tetap eksis. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan keinginan seluruh 

rakyat Indonesia untuk melihat Indonesia menjadi negara hukum. Keinginan ini 

harus diwujudkan, dan ketika undang-undang dan peraturan diuji oleh badan yang 

berwenang, mereka menjadi standar untuk validitas muatan substantif . 

Hans Nawiasky, muridnya, mengembangkan teori Hans Kelsen tentang 

tingkat norma dalam kaitannya dengan suatu negara dengan teorinya tentang 

hierarki norma hukum negara (theorie von stufenfbau der rechtsordnung). Menurut 

 
70 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 42 
71 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and State (Translated   by: Andres Wedberg), (New 

York: Russel & Russel, 1973), 124. 
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Hans Nawiasky, standar hukum suatu negara selalu berlapis-lapis. Norma dasar 

akan menjadi landasan bagi norma-norma hirarkis selanjutnya. Hans Nawiasky 

juga berpendapat bahwa selain norma berjenjang, standar hukum suatu negara juga 

dikelompokkan. Norma dasar negara (staatsfundementalnorm), aturan dasar negara 

(staatsgrundgesetz), hukum formal (formell gesetz), dan peraturan pelaksanaan dan 

peraturan otonom (verordnung en Autonome satzung) termasuk dalam klasifikasi 

norma hukum Hans Nawiasky. Walaupun istilah dan jumlahnya berbeda-beda, 

kelompok norma ini hampir selalu ada dalam susunan norma hukum di setiap 

negara.72                                           

                                              Gambar 2 

Sistem Hierarki Norma Hukum Menurut Hans Nawiasky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maria Farida Indrati, hal. 68 

 
72 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 
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Teori Hans Nawiasky berfokus lebih khusus pada teori tingkat norma 

spesifik negara. Sebaliknya, Hans Kelsen menyelidiki sifat umum norma yang 

berlaku untuk semua tingkatan.73 Positivisme hukum yang menekankan bahwa 

tidak ada hukum di luar kekuasaan negara dan hierarki yang terstruktur, bertingkat, 

dan berlapis disesuaikan dengan kebutuhan dalam penataan peraturan perundang-

undangan, dicirikan oleh pandangan Kelsen atau Nawiasky bahwa norma hukum 

adalah tatanan yang diwujudkan oleh negara.74 

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip Profesor Jimly berdasarkan 

teori Nawiasky membandingkannya dengan teori suksesi Hans Kelsen dan 

kemudian menerapkannya pada struktur sistem hukum Indonesia. Hamid 

menggambarkan perbandingan Kelsen dan Nawiasky dalam bentuk piramida. 

Berdasarkan teori ini, struktur sistem hukum Indonesia adalah:75 

1. Normal fundamental negara (Staatsfundamentalnorm). Pancasila 

(Pembukaan UUD 1945). 

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz). Batang Tubuh UUD 1945, tap 

MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 

3. Undang-undang formal (formell gesetz). Undang-Undang 

 
73 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 

47 
74 Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, Fiat Justitia Jurnal 

Ilmu Hukum, No. 2 (2012): 295. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/75 
75 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 170 
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4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome 

satzung). Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga 

Keputusan Bupati atau Walikota. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 

Tahun 2019 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

Terkait Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat. 

Permendagri No. 109 tahun 2019 dibentuk dengan tujuan efisiensi, 

efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu adanya 

penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam 

Administrasi Kependudukan. Namun dalam beberapa pasal di dalamnya, 

disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. 

Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi 

kependudukan. Namun disisi lain, perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan 

dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.76 

1. Sinkronisasi Vertikal 

Sinkronisasi vertikal berarti bahwa hukum diselaraskan dengan lapisan atau 

hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi vertikal dapat 

diselesaikan menggunakan asas hukum lex superiori derogat legi inferiori 

(peraturan-peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih 

rendah). Tujuan sinkronisasi vertikal adalah untuk menentukan apakah suatu 

 
76 Anas Maulana, Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang 

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, 66. 
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peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi sektor tertentu saling 

bertentangan atau tidak.77 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai warga 

negara yang baik, maka harus mematuhi dan menaati hukum yang berlaku di 

Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua 

warga negara, mengingat pencatatan merupakan suatu proses administrasi negara.78 

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum 

itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan 

dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan 

social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan 

kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.79 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Peraturan Perundang-undangan merupakan contoh peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

 
77 Zaedah Nur Rasidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan 

Beda Agama, 13. 
78 Mochammad Agus Rachmatullah, “Pencatatan Pernikahan”, PUSKUMHAM, 2 April 2023 

diakses 2 April 2023, https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/ 
79 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Pengadilan Negeri 

Gunungsitoli, 7 Maret 2007 diakses 2 April 2023, https://www.pn-

gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf 
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Perkawinan, Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Bentuk Dan Buku Yang 

Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Permendagri No 108 Tahun 2019 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hukum 

Positif hanya mengakui bahwa perkawinan yang sah telah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan harus 

dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut 

Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

16 Tahun 2019. Pedoman tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan yang 

diselesaikan adalah terdaftar sesuai peraturan dan pedoman yang sesuai.80 

Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jika 

penduduk negara tidak memiliki akta kelahiran, buku nikah/kutipan dari akta nikah 

atau bukti sah lainnya, namun hubungan pada kartu keluarga menunjukkan bahwa 

mereka adalah suami istri, dapat membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

yang diketahui oleh dua orang saksi. Selain itu, Permendagri Nomor 108 Tahun 

2019 Pasal 10 (2) mengatur bahwa pernyataan tanggung jawab mutlak harus 

menyertai penerbitan KK baru yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi suatu 

perkawinan harus dicatat dan dilaksanakan oleh seorang pegawai pencatat 

perkawinan untuk menjamin tertibnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

 
80 Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di 

Indonesia”, Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, No. 01 (2021): 83. 

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5922 

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5922
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Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan tidak berkekuatan hukum jika 

dilakukan di luar wewenang pencatat.81 

Putusan MK Menurut 46/PUU-VII/2010, pencatatan perkawinan bukan 

merupakan faktor penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Peraturan perundang-

undangan mengamanatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. 

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon pasangan menjadi 

faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tugas administrasi 

adalah mendaftarkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

negara. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ada dua cara untuk melihat 

pentingnya tanggung jawab administratif seperti mencatatkan perkawinan. 

Pertama, pendaftaran dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara untuk 

menjamin perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang 

merupakan hak negara dari sudut pandang negara. Kedua, tujuan pendaftaran resmi 

negara adalah untuk menjamin bahwa orang yang mengajukan perkawinan, yang 

merupakan perbuatan hukum yang penting dengan akibat-akibat yang luas.82 

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

Pencatatan Nikah, perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim dicatat 

dalam Akta Nikah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap perkawinan yang terjadi 

harus mematuhi segala peraturan yang ada. Khususnya yaitu mendaftarkan 

perkawinan yang telah dilakukan. Apabila tidak dicatatkan, maka perkawinan yang 

 
81 Pasal 34 Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 

Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184). 
82 Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, 

ASAS, No 2 (2014), 102 https://media.neliti.com/media/publications/177863-ID-pencatatan-

perkawinan-dan-syarat-sah-per.pdf 



49 
 

  

terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan peraturan ini dipandang 

sebagai sarana untuk mencapai ketertiban administrasi, transparansi, dan kepastian 

hukum di masyarakat.83 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran memicu munculnya peraturan 

pencatatan perkawinan belum tercatat. Sepasang suami istri dapat melampirkan 

SPTJM dan diketahui oleh 2 orang saksi apabila syarat-syarat dalam Pasal 3 ayat 

(1) belum terpenuhi antara lain surat keterangan lahir dari dokter spesialis/penolong 

persalinan/tirah, surat nikah/surat wasiat nikah, KK di mana penghuni akan 

didaftarkan sebagai kerabat, e-KTP wali/penjaga/koresponden, dan paspor bagi 

WNI bukan penduduk dan orang asing.  

Pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan 

Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan menyebutkan 

bahwasanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat merupakan persyaratan 

untuk mencantumkan status perkawinan/perceraian dalam KK bagi masyarakat 

yang tidak mempunyai akta otentik sama sekali.84 Berdasarkan peraturan diatas 

terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  (SPTJM) 

dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) bagi 

pasangan kawin belum tercatat yang tidak memiliki buku nikah, akta perkawinan 

atau kutipan akta perceraian. Permendagri NO 109 Tahun 2019 menyebutkan 

 
83 Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan 
84 Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir 

dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 
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bahwa tatanan ini dibuat untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan pengelolaan 

kependudukan. Sebagai wadah, Dukcapil hanya menetapkan UU No 23 Tahun 

2006 jo 24 Tahun Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Tugas utamanya 

adalah mencatat peristiwa penting kependudukan Indonesia dalam database 

kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang 

diakui di Indonesia dan karenanya harus didaftarkan dalam database. Namun 

pendaftaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

Perkawinan. 

Para pakar hukum diantaranya Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. menanggapi 

terobosan yang dilakukan oleh Dukcapil. Beliau mengatakan bahwasanya 

Persyaratan pemberian KK pada nikah di bawah tangan memiliki esensi yang 

hampir sama dengan pencatatan perkawinan hanya saja pelaporanya dilakukan 

setelah nikah nikah di bawah tangan dan diberi tanda khusus bahwa itu belum 

tercatat. Di Indonesia sendiri menganut asas “mempersulit perceraian”, sehingga 

perlu diuji terkait peraturan Dukcapil ketika pasangan nikah di bawah tangan itu 

bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban suami meskipun 

sudah menggunakan SPTJM. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. juga menyarankan 

sebaiknya Dukcapil mengajak Kementrian Agama dan Pengadilan untuk 

mensosialisasikan pentingnya isbat nikah bagi pelaku nikah di bawah tangan.85  

Dr. Ahmad Tholabi, Kharlie, S.H., MA., M.H. selaku Ketua Forum Dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga 

 
85 Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, “KK Nikah Siri”, Rubik Analisis KR, 20 Oktober 2021, diakses 

11 Maret 2023 https://law.uii.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/ 
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mengapresiasi terobosan baru yang dikeluarkan oleh Dukcapil karena secara 

substansial peraturan baru ini dalam rangka memberi perlindungan khususnya bagi 

anak hasil perkawinan di bawah tangan. Namun peraturan ini juga dinilai juga 

menabrak norma dan keberadaan lembaga lainya. Pemberian status dengan sebutan 

“nikah/kawin belum tercatat” memberikan dampak yang tidak sederhana dan 

kontraproduktif. Potensi yang akan muncul yaitu semakin banyaknya pasangan 

yang melakukan praktik nikah di bawah tangan . Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) 

UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

undang-undang.86  

Apabila dikaitkan dengan Teori Hans Kelsen Stufentheory, maka UU No 

1 Tahun 1974 dan peraturan lain secara hierarki terletak dibawah Grundnorm 

(norma dasar). Namun diantara peraturan-peraturan lainya terkait dengan 

pencatatan nikah dibawah tangan maka letak UU pernikahan ini posisinya paling 

atas. Apabila diurutkan sesuai hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia 

maka urutanya adalah mulai dari UU No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 

9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Presiden No 96 tahun 

2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019.87 

 
86 Agus Sahbani, “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Jakarta”, Hukum Online, 12 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-

dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/ 
87 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), 41-45 
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Untuk UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, KHI, dan Peraturan 

Presiden No 96 tahun 2018  dalam pengelompokan norma hukum negara tentang 

pencatatan nikah dibawah tangan menurut teori yang dibuat oleh Nawiasky yaitu 

Die Theorie Vom Stufenordnung der Recthtsnoemen (Hierarki Norma Hukum 

Negara) menempati kelompok Formell Gesetz (Undang Undang Formal). 

Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 

Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 termasuk dalam 

kelompok Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan 

Otonom) karena ketentuan tersebut tunduk pada undang-undang yang tugasnya 

adalah melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan ini 

juga diakui ada dan mengikat secara hukum sejauh diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar kewenangan.88 

Terdapat asas hukum lex superior derogat legi inferiori yang artinya 

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi.89 Jika dikaitkan dengan sinkronisasi Permendagri No 109 Tahun 

2019 dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan 

perkawinan belum tercatat mengalami kontraproduktif regulasi.90 Dalam UU No 

 
88 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), 55 
89 Valerie Augustine Budianto, S.H., “3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex 

Posterior Beserta Contohnya”, Hukum Online, 26 April 2022 diakses 11 Maret 2023, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-

posterior-i-beserta-contohnya-cl6806 
90 Agus Sahbani, “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Jakarta”, Hukum Online, 12 Oktober 2021, diakses 20 Maret 2023, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-
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1  Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan yang 

berlangsung harus dicatatkan sama halnya seperti pencatatan peristiwa seperti 

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat atau akta resmi yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.91  

Walaupun pencatatan merupakan kewajiban administrasi tetapi supaya 

untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara yang merupakan tanggung 

jawab negara dan juga pencatatan dilakukan sebagai perbuatan hukum penting 

yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas.92 KHI pun juga 

menyebutkan bahwa tujuan dicatatakan suatu perkawinan ialah agar terjamin 

ketertiban perkawinan masyarakat islam dan apabila tidak dicatatkan maka tidak 

ada kekuatan hukum bagi pasangan yang nikah dibawah tangan.93 Sementara 

Permendagri 109 tahun 2019 ini malah memunculkan pemaknaan umum (legal 

meaning) yang mengakibatkan pertentangan antara peraturan satu dengan yang 

lain. Adanya peraturan ini juga seolah melegalisasi kawin tidak tercatat, dan 

dikhawatirkan adanya pelemahan terhadap pasal yang mengharuskan setiap 

perkawinan itu dicatat di lembaga yang berwenang. 

  

2. Sinkronisasi Horizontal 

Sinkronisasi horizontal yaitu mengkaji sejauh mana suatu peraturan 

perundang-undangan sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, yang dalam 

 
dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/ 
91 Mardiani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Cet. 2.(Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup. 2015), 88-89 
92 Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, 102  
93 Pasal 5 & 6 Kompilasi Hukum Islam  
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hierarkinya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.94 Peneliti hendak 

mensinkronkan peraturan perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan 

pasangan nikah dibawah tangan antara Peraturan Menteri (Permendagri) No 109 

Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 20 Tahun 2019. 

Sinkronisasi dilakukan secara horizontal dikarenakan kedudukan kedua peraturan 

perundang-undangan tersebut adalah sama atau sejajar. 

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwasanya perkawinan yang terjadi antara  

laki-laki dan  perempuan dan keduanya beragama islam maka harus dicatat dalam 

Akta Nikah. Artinya perkawinan seorang yang beragama islam maka harus 

dicatatkan oleh petugas pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dilakukan, maka 

perkawinan yang berlangsung tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam 

konsideranya bahwa diterbitkanya peraturan ini ialah agar masyarakat lebih tertib 

dalam hal administrasi, transparansi, dan mendapat kepastian hukum. Dalam Ayat 

2 juga disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan  

dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.95  

Pernikahan menjadi jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk suami 

dan istri, ketika pernikahan dicatatkan. Memang pencatatan perkawinan tidak 

dijelaskan dan diperintahkan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab klasik 

sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.96 Mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an 

 
94 Zaedah Nur Rasidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda 

Agama”, 13. 
95 Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan 
96 Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)”, Al Mazahib, No 1 (2014): 47, 
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yang berbicara tentang pencatatan atau disebut juga pencatatan atau dokumentasi 

peristiwa, hal ini sesuai dengan prinsip pencatatan yang digariskan dalam surat Al-

Baqarah ayat 282 dilihat dari segi maslahahnya: 

وهُ ۚ   بُ تُـ اكْ ى فَ مًّ سَ لٍ مُ جَ لَىٰ أَ نٍ إِ يْ دَ مْ بِ تُ نْـ يَـ ا دَ ا  تَ ذَ وا إِ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ يّـُهَ يَا أَ

لِ  دْ عَ لْ بٌ بِا اتِ مْ كَ كُ نَ يْـ بْ بَـ تُ كْ يَ  وَلْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara 

kamu menuliskannya dengan benar.”97 

Jikalau orang Islam perkawinannya dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN), maka hal tersebut menunjukkan bahwa dia menaati peraturan yang 

yang ada, dan menjalankan perintah untuk taat kepada pemerintah. Sebagaimana  

diterangkan dalam fiman Allah SWT dalam surat An Nisa’ ayat 59 sebagai 

berikut:98 

م  كُ نْ رِ مِ ولِِ الْأَمْ ولَ وَأُ وا الرَّسُ يعُ طِ وا اللَََّّ وَأَ يعُ طِ وا أَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ يّـُهَ  ياَ  أَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu” 

 
https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1366 
97 Tim Penerjemah, Al‑Qur’an Hafalan, (Surabaya: Halim Qur’an, 2018), 48. 
98 Tim Penerjemah, Al‑Qur’an Hafalan, (Surabaya: Halim Qur’an, 2018), 87. 
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Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa umat Islam harus 

berserah diri dan taat kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amr. Ulil Amri adalah 

kepala negara atau pemerintahan. Pemerintah menyusun undang-undang 

perkawinan dengan wakil-wakil yang terdiri dari tokoh dan ulama’. Jadi umat Islam 

harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, perkawinan 

dianggap sah jika sesuai dengan pasal 2  Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam.99 

Pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari 

kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini 

sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut: 

 درء المفاسد أولى من جلب المصال 

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih 

kemaslahatan.”100 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bagi umat 

islam sebenarnya menunjukkan sunah, bahkan hampir merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi.101 Kita bisa melihat bahwa dalam sejarah ada kodifikasi Alquran 

yang belum pernah ada semasa Nabi Muhammad. Namun, jika tidak 

 
99 Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, 4. 
100 Muhammad shidqi Al Burnuwi, Al Wajiz Fi Iydhah Qawaid Al Fiqh Al Kuliyah, (Beirut: 

Muasasah ar risalah, 2002), 265  
101 Tengku Erwinsyahbana, “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan 

Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Rangka Pembangunan Hukum 

Keluarga Nasional”, (Disertasi, Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2012), 

http://jurnal.unpad.ac.id/ijad/article/view/2658 
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dikodifikasikan, jika para penghafal Al-Qur'an wafat saat itu, maka Al-Qur'an yang 

menjadi acuan dasar hukum akan hilang juga. Begitu pula dengan pencatatan 

perkawinan, yang memang perlu dilakukan. Akta nikah merupakan bukti atau 

jaminan sah adanya suatu perkawinan dan merupakan pernyataan tertulis yang 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan lisan secara langsung.102 

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah atau 

buku nikah. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk 

pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 

Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Buku nikah 

merupakan akta otentik dalam  perkawinan yang sah secara agama dan negara serta  

wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah menikah. Buku nikah juga merupakan 

dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan suami istri 

berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.103 

 Surat Pernyataan Perkawinan atau Perceraian (SPTJM) belum tercatat 

sebagai salah satu persyaratan pencatatan status perkawinan atau perceraian di KK 

bagi penduduk yang tidak memiliki dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta 

nikah, atau kutipan surat nikah, akta cerai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 

ayat 2 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Bentuk dan Buku Yang 

 
102 Muchimah, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi 

dan Antropologi Hukum Islam”, Volksgeist, No. 2 (2018):166. 

https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1764/1414 
103 Raafilia Khairunnisa, Ramdan Fawzi, “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag 

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 

(JRHKI), No 1 (2022): 33-38, 

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/download/880/614  

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/download/880/614
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Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang 

tidak tercatat tanpa buku nikah, kutipan akta cerai, atau Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM), dapat dilihat bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga 

(KK).104 

Tujuan dikeluarkanya Permendagri No. 109 Tahun 2019 adalah untuk 

efisiensi, efektivitas dan kemudahan pengelolaan kependudukan. Sebagai wadah, 

Dukcapil hanya mencatatkan sesuai regulasi UU No 23 Tahun 2006 jo 24 Tahun 

Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Tugas utamanya adalah mencatat 

peristiwa penting kependudukan Indonesia dalam database kependudukan. 

Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia 

dan karenanya harus didaftarkan dalam database. Namun pendaftaran ini harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan.105 

Dalam Teori Hans Kelsen Stufentheorie, Maka Permenag No 20 Tahun 

2019 dan Permendagri No 109 tahun 2019 termasuk dalam norma yang hierarki 

atau posisinya dibawah norma dasar (Grundnorm). Sedangkan jika dikaji 

menggunakan teori hierarki norma hukum negara (die theory vom stufenordnung 

der rechtsnormen) milik Hans Nawiasky maka tergolong dalam kelompok 

Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom). Sudah 

 
104 Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2019 Tentang 

Formulir dan Buk 
105 Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, “KK Nikah Siri”, Rubik Analisis KR, 20 Oktober 2021, 

diakses 11 Maret 2023 https://law.uii.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/ 
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diatur juga dalam UU No 12 Tahun 2011 Pasal 8  bahwasanya peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, 

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, maka peraturan tersebut diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan.106 

Apabila ditelaah, maka kedua peraturan antara Permenag Nomor 20 Tahun 

2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 

Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

terjadi yang namanya kontradiktif regulasi dan terjadi disharmonisasi norma antar 

lembaga.107 Bahwa Permenag Nomor 20 Tahun 2019 bahwasnya orang beragama 

islam yang melaksanakan perkawinan harus dicatatkan dalam akta nikah.108 

Tentunya dengan syarat dan ketentuanya yang sudah diatur dalam Permenag sendiri 

dan juga dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi UU 

 
106 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
107 Agus Sahbani, “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Jakarta”, Hukum Online, 12 Oktober 2021, diakses 21 Maret 2023, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-

dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/ 
108 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 tahun 2019 Tentang 

Pencatatan Pernikahan. 
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No 16 tahun 2019. Sedangkan Permendagri No 109 Tahun 2019 seakan-akan 

memberikan kelonggaran bagi pelaku nikah dibawah tangan. Selain itu, 

pelonggaran bagi pelaku nikah di bawah tangan ternyata tidak sesuai dengan 

kehendak pembentuk undang-undang yang menginginkan tertibnya pelaksanaan 

pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak tidak 

efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang.109 

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Permenag No 20 Tahun 2019 yang 

mana bahwa setiap pernikahan sesama islam, maka harus dicatatkan. Bagi 

pernikahan yang beragama islam harus dicatat oleh PPN dan bagi non muslim 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.110 

Karena terjadi tumpang tindih regulasi antara kedua peraturan perundang-undangan 

tersebut, maka Permenag No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dapat 

mengesampingkan Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku 

Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.  

Asas peraturan perundang-undangan berlaku untuk hal yang sama yang 

diatur dalam undang-undang yang berbeda yaitu lex specialis derogat legi 

generalis, yaitu norma hukum khusus mengesampingkan norma hukum yang 

bersifat umum.111 Permenag No. 20 Tahun  2019 merupakan peraturan khusus yaitu 

 
109 Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di 

Indonesia”, Mediasas, No 1 (2021): 84, 

https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/download/275/201 
110 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
111 Wila Wahyuni, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, Hukum Online, 12 
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tentang perkawinan, maka kedudukannya adalah lex specialis. Sedangkan UU 

Administrasi Kependudukan bersifat generalis (umum) karena menyangkut hal-hal 

yang bersifat umum, tidak hanya pencatatan perkawinan tetapi juga pengurusan 

kependudukan lainnya. 

 

B. Substansi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Menuju Prosedur 

Pencatatan Nikah Yang Harmonis 

1. Vertikal 

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

UU Perkawinan merupakan implementasi negara Indonesia sebagai 

negara hukum sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara 

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub pada 

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945  menyebutkan 

bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Artinya semua perbuatan 

dan tingkah laku semua warga negaranya diatur dan berlandasakan hukum yang 

berlaku. Mulai dari petani, nelayan, guru, menteri dan semua pangkat jabatan 

harus tunduk dan patuh pada hukum. Demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan 

kepastian hukum dalam masyarakat, apabila terjadi pelanggaran terhadap 

kaedah-kaedah hukum maka hukum harus ditegakan. Pelaku yang melanggar 

 
September 2022 diakses 21 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-

lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c 
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ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban 

hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.112 

 Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka harus menaati dan 

mamatuhi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Mengingat pencatatan adalah suatu 

proses penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, 

jaminan terjaminnya hak-hak tertentu, bukti otentik status perkawinan, 

terjaminnya status hukum suami istri dan anak, serta perlindungan hak-hak yang 

timbul dari adanya perkawinan.113 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Oleh 

sebab itu masyarakat yang hidup di Indonesia, wajib menjalankan syariat 

agamanya masing-masing. Agama islam bagi orang islam, nasrani bagi orang 

nasrani, hindu bagi orang hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, kiranya 

diperlukan perantara (wasilah) kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan 

dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 29 UUD 1945. Sehingga setiap pasal-

pasal yang ada di dalam suatu norma hukum yang berlaku di Indonesia harus 

selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. 

 
112 Bagus Ricky Ariyono, “Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Militer Terhadap Kasus 

Pembunuhan Anggota Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dihubungkan Dengan Ajaran 

Pengecualian Penjatuhan Pidana.” (Undergraduate thesis, Universitas Pasundan, 2016), 

http://repository.unpas.ac.id/14431/ 
113 Mochammad Agus Rachmatullah, “Pencatatan Pernikahan”, PUSKUMHAM, 2 April 2023 

diakses 4 April 2023, https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/ 
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Artinya, semua peraturan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 

UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.114 

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan HAM 

sendiri termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. 

Namun kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab, 

menaati peraturan, dan juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah 

keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Toleransi terhadap agama lain 

sangatlah penting, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang ini agar 

kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama 

orang lain bukan soal gampang. Hukum harus menjadi penengak antara 

kebebasan antar individu ataupun kelompok.115 Seperti dalam UU Perkawinan 

No 1 Tahun 1974 yang mana dalam pasal 2 ayat (1) tertulis bahwasanya 

perkawinan itu dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. Kemudian diikuti oleh ayat (2) yang mengatur 

bahwasanya setiap pernikahan yang terjadi maka harus dicatatkan. Inilah 

substansi Pasal 29 UUD 1945 bahwa setiap warga negara diberi kebebasan 

beragama, namun karena negara kita adalah negara hukum maka harus 

mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku didalamnya. Agar negara bisa bisa 

melindungi semua warga negaranya. Terkait dengan itu semua, maka agar 

 
114 Sri Pujianti, “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia”, Humas 

MKRI, 07 September 2022 diakses 17 Maret 2023, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2  
115 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Tumbuhnya Aliran Paham Keagamaan”, 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_tumbuhnya_aliran_paham_keagamaan.pdf 
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pernikahan itu dapat berkekuatan hukum maka harus dicatatakan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku.  

b. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 

yang menyatakan:116  

Pasal 2 

(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

(2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

Dari undang-undang diatas sudah jelas, bisa diambil kesimpulan 

bahwasanya setiap perkawinan yang berlangsung sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku harus dicatatkan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 

1974 ayat 1 dan ayat 2 saling berkaitan, dapat dipahami bahwa pencatatan 

perkawinan merupakan bagian yang urgent untuk menentukan sah atau tidaknya 

suatu perkawinan, disamping memperhatikan syarat-syarat dan aturan-aturan 

perkawinan menurut suatu kepercayaan agama.117  

 

 
116 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang rwpublik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 
117 Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Perkawinan Di Indonesia, 256. 



65 
 

  

Sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan. 

Akan tetapi sangat penting dilakukan, karena pencatatan perkawinan bersifat 

administratif, menjadi bukti bahwa perkawinan itu benar-benar terjadi. 

Pernikahan menjadi jelas bagi pasangan dan pihak lain ketika didaftarkan. 

Negara tidak menganggap perkawinan itu telah dilangsungkan dan tidak 

mendapat kepastian hukum jika perkawinan itu tidak dicatatkan dalam akta 

perkawinan. Demikian pula akibat hukum dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan.118 

Dalam praktiknya, banyak warga negara yang tidak mencatatkan 

perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Mereka 

melangsungkan perkawinan hanya untuk memenuhi syarat agama tanpa 

memenuhi syarat administrasi. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya 

penegasan dalam hukum perkawinan. Sehingga suami atau istri tidak dapat 

mengajukan gugatan perdata yang berkaitan dengan rumah tangganya. Negara 

hanya mengakui anak yang lahir di luar nikah, maka mereka hanya memiliki 

hubungan keperdataan dengan keluarga ibu. Oleh karena itu, jika istri dan anak 

ditelantarkan atau suami atau ayah kandung yang melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga, mereka tidak dapat mengajukan pengaduan atau tuntutan 

hukum.119 

 
118 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, , 

(Bandung: Alumni,1986), 16. 
119 Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-

Shari’ah”, Al-Tahrir,  No 2 (2013): 235, 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/15 
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Jika diamati lebih mendalam, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 justru memiliki ambiguitas makna dan dapat 

saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini juga dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pencatatan menurut Pasal 2 ayat (2) 

Undang-undang tidak menentukan apakah itu hanya merupakan dokumen 

administrasi yang tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya perkawinan yang 

diadakan menurut suatu agama atau kepercayaan, atau apakah pendaftaran itu 

mempengaruhi sah atau tidak sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan. Hal 

tersebut sesuai dengan temuan hakim Maria Farida Indrati yang memiliki 

berbagai alasan (concurring opinion) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010.120 

Pada prinsipnya setiap perkawinan juga harus dicatatkan jika memenuhi 

syarat-syarat hukum perkawinan masing-masing kepercayaan. Hal ini karena 

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian, 

perlindungan, dan konsekuensi hukum kepada pasangan suami istri. Jika 

keabsahan perkawinan tidak dikaitkan dengan pencatatan perkawinan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka asas pencatatan perkawinan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kehilangan maknanya. Sayangnya, 

tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hal ini dalam UU No. 1 Tahun 1974, 

sehingga seakan akan UU No 1 Tahun 1974 memberi opsi atau pilihan untuk 

perkawinan yang tidak dicatatkan.121 

 
120 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 38. 
121 Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan 
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Apabila ditelesik secara filosofis dibentuknya UU Perkawinan No 1 

Tahun 1974 ialah sebagai wujud bentuk kepedulian negara untuk memastikan 

adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum setiap warganya yang 

melakukan suatu perkawinan. Negara hadir untuk memberi perhatian khusus 

terhadap lembaga perkawinan yang merupakan pintu gerbang menuju 

terbentuknya keluarga yang bahagia. Sedangkan secara yuridis UU perkawinan 

dibentuk sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, 

perlindungan, pemenuhan,dan penegakan hak asasi manusia, maka disusunlah 

UU Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Serta dalam kajian 

sosiologisnya dapat dilihat bahwa seiring dengan perkembangan hukum, sosial 

budaya masyarakat, tentunya UU Perkawinan membutuhkan revisi atau 

penyempurnaan. Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan di lapangan ada yang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan UU Perkawinan.122 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 

Tujuan peraturan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa hukum 

dilaksanakan dengan benar. Tentu saja, sebagian besar informasi di dalamnya 

adalah tentang bagaimana hukum dipraktikkan. Berikut ini tertuang dalam Pasal 

12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan: 

 
Perkawinan Di Indonesia, 257. 
122 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019, “Hasil 

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas 

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Juni 2019 diakses 17 Maret 2023, 

https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf 
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Pasal 12 

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 

Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya” berarti mentaati hukum selama 

diperlukan dan tidak menyimpang dari syarat-syarat substantif undang-undang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dicanangkan untuk memudahkan 

pelaksanaan undang-undang dan menjamin keberhasilan pelaksanaan undang-

undang.123 Hukum perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika 

peraturan pelaksanaannya tidak disahkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 67 tentang Perkawinan. Dalam 

aturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 terkait dengan pencatatan perkawinan 

yaitu dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

9 tahun 1975 yang berbunyi:124 

Pasal 2 

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.  

 
123 Muchimah, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Prespektif Sosiologi 

dan Antropologi Hukum Islam, 160.  
124 Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
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(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 

agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor 

catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-

undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

(3)  Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku 

bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 

yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

ini. 

Dilihat dari pertimbangan dibuatnya peraturan ini adalah kelancaran 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Bagi 

pasangan yang beragama Islam dicatat dan dilaksanakan oleh Pencatat Nikah 

(PPN). Sedangkan bagi yang non muslim akan dicatat dan dilakukan oleh 

Pencatat Nikah di kantor catatan sipil. Dengan demikian, pencatatan perkawinan 

menjadi sangat penting meskipun undang-undang perkawinan hanya diatur 

dalam satu ayat dan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri, yang 

kesemuanya itu berkaitan dengan pencatatan.125 

PP No. 9 Tahun 1975 juga menjelaskan bahwa dengan dicatatkannya 

suatu perkawinan, maka hak-hak para pihak sebagai suami istri, khususnya 

 
125 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Prenada Media, 2019), cetakan ketujuh, 98. 
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perbuatan hukumnya (perkawinan dan kelanjutannya), diakui sebagai perbuatan 

hukum di mata hukum. Setiap pihak dalam perkawinan yang dicatatkan akan 

menerima akta nikah yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya jika 

tidak berkenan dengan ikatan perkawinan tersebut.126 Pemerintah langsung 

mengawasi situasi tersebut karena perkawinan yang dicatatkan membawa 

kedamaian bagi para pelaku perbuatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah atau 

otoritas tidak akan membiarkan dalam perkawinan apabila terjadi sesuatu. 

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 tahun 2018 

Peraturan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 yang mengubah UU 

Kependudukan No. 23 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden No. 96 Tahun 

2018 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018. UU No. 24 Tahun 2013 

disahkan untuk membahas tiga tema yang diwujudkan: pertama, implementasi 

nasional sistem manajemen kependudukan yang tertata dengan baik; Kedua, 

menjamin status pribadi dan hukum setiap orang yang bertempat tinggal di luar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap peristiwa besar kependudukan 

dan peristiwa kependudukan. Ketiga, menjadikan pelayanan administrasi 

kependudukan lebih dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif sesuai dengan 

standar teknologi informasi, sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi 

kependudukan yang profesional.127 

 
126 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26. 
127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5475) 
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Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 

Tahun 2018, seseorang dapat membuat atau melampirkan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam suatu negara yang belum ada aktanya 

dan harus diketahui oleh dua orang saksi. Jika tidak memiliki akta, akta 

kelahiran, buku nikah atau kutipan dari akta nikah, atau bukti sah lainnya, KK 

menunjukkan status hubungan sebagai suami istri.128 Dengan syarat dalam KK 

dicantumkan catatan khusus yang menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilakukan merupakan perkawinan di luar perkawinan atau tidak dicatatkan, 

ketentuan ini memberikan ruang bagi pelaku perkawinan yang belum tercatat 

untuk memiliki KK. 

Penerbitan KK untuk perkawinan belum tercatat berdampak positif 

karena dengan dikeluarkannya KK, anak yang lahir bisa membuat akta 

kelahiran. Namun, dari sisi lain terlihat bahwa keluarnya KK justru 

menimbulkan sejumlah masalah bagi perempuan dan anak. Selain itu, dengan 

adanya kelonggaran bagi pelaku perkawinan belum tercatat, terjadi 

ketidakharmonisan dengan kehendak pembuat undang-undang yang 

menginginkan tertib administrasi diwujudkan dengan pencatatan perkawinan. 

Kebijakan ini dapat dikatakan kontraproduktif dengan regulasi yang akan 

berakibat pada tidak efektifnya pencatatan perkawinan di masa mendatang. Hal 

ini disebabkan adanya kelonggaran yang diberikan dengan memperoleh buku 

nikah setelah perkawinan dalam bentuk nikah siri dilaksanakan. 

 
128 Pasal 34 Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 

Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184). 
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e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Bagi Peradilan Agama, kebutuhan akan Kompilasi Hukum Islam sudah 

lama tercatat dalam sejarah. Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya Surat 

Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang 

mengatur tentang pendirian Peradilan Agama/Syariah di luar Pulau Jawa. 

Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari sejarah hukum nasional 

Indonesia dan mampu mengungkapkan berbagai makna kehidupan masyarakat 

Indonesia, sesuai dengan makna ideal hukum. Kompilasi Hukum Islam dapat 

dipahami sebagai rangkuman topik-topik yang berkaitan dengan hukum Islam. 

Karena jika dilihat dari perjalanan perkembangannya, khususnya dengan 

merujuk pada bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqh yang bersifat 

mu'tamad (bertanggung jawab dan dipersepsikan oleh peneliti) yang biasanya 

dimanfaatkan oleh para hakim sebagai sumber perspektif untuk penyelesaian 

perkara. Berdasarkan rumusan kalimat atau pasal-pasal yang sering digunakan 

dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam diolah, 

dikembangkan, dan disusun secara sistematis.129 

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) 

dan (2) sebagai berikut:130  

 

 
129 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 61. 
130 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan. 
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Pasal 5 

(1)  Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat.  

(2)  Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 

22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954 

Dijelaskan juga dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:131  

Pasal 6 

(1)  Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah.  

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Dalam Pasal 7 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN).132 Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasannya tidak hanya 

membicarakan masalah administrasi. Sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 

5 terdapat klausul yang berbunyi “Untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi 

umat Islam”. Tatanan di sini menyangkut tujuan hukum Islam (ghayat al-tasyri), 

 
131 Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan. 
132 Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan. 
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yaitu menciptakan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Dalam pasal 6 ayat 

2 terdapat klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Makna tidak 

berkekuatan hukum disini, sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin dan 

Azhari Akmal Tarigan, diartikan sebagai tidak sah (la yasihhu). Artinya, 

perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.133 

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 dikeluarkan Mahkamah Konstitusi 

pada Jumat, 17 Februari 2012. Para Pemohon, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica 

binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. 

Pemohon dalam permohonannya terkait dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Setiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Hak konstitusional Pemohon 

sebagai warga negara Indonesia dijamin Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan Pasal 28D 

ayat 1 UUD 1945 telah dirugikan.” Kemudian Pasal 43 ayat 1 UUP, yang 

menyatakan bahwa hanya ada hubungan perdata antara anak luar kawin dengan 

ibunya dan keluarganya, sehingga hak konstitusional Pemohon untuk 

melegalkan perkawinannya dan status hukum anak-anaknya, yang dijamin Pasal 

28B ayat 1 dan 2 dan 28D ayat 1 UUD 1945, telah dilanggar.134 

Menurut Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan oleh negara 

melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. 

 
133 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Prenada Media, 2019), cetakan ketujuh, 125. 
134 Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, 

ASAS, 99. 
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Ada dua cara untuk melihat makna tanggung jawab administratif seperti 

mencatatkan perkawinan. Pertama, dari sudut pandang negara, pendaftaran 

diperlukan dalam rangka fungsi negara untuk menjamin perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kegiatan tersebut 

merupakan tanggung jawab negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 

Kedua, akta asli nantinya dapat dijadikan alat bukti yang sempurna untuk 

menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang 

penting dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan begitu, negara dapat secara 

efektif dan efisien melindungi dan memberikan pelayanan yang berkaitan 

dengan hak-hak perkawinan.135 

Pandangan Pemerintah dan DPR tentang pencatatan perkawinan sejalan 

dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan pencatatan 

perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Pemerintah berpendapat bahwa, sesuai dengan hukum perkawinan, 

masing-masing agama dan kepercayaan menentukan sah tidaknya suatu 

perkawinan. Namun demikian, suatu perkawinan tidak dapat diakui oleh 

undang-undang jika tidak dicatat menurut undang-undang. Pemerintah juga 

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk membatasi 

hak asasi warga negara, sehingga Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 

 
135 Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, 

ASAS, 103. 
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Tetapi sebaliknya, yaitu menjamin kepastian hukum tentang hak-hak suami, 

istri, dan anak serta melindungi warga negara dalam membentuk keluarga dan 

membesarkan anak.136 

Melindungi hak-hak anak merupakan salah satu tujuan kebijakan baru 

Dukcapil untuk implementasi SPTJM. Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 

mengakomodir perlindungan anak khususnya terkait dengan kebijakan ini. 

Selain menyatakan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan inkonstitusional bersyarat 

yang melanggar UUD 1945, keputusan itu juga mengubah Pasal 43 ayat 1 UU 

Perkawinan untuk membentuk standar hukum baru. Mahkamah Konstitusi 

mengatakan, Pasal 43 ayat 1 UU Seharusnya berbunyi dan dibaca, “Anak yang 

lahir di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta laki-laki yang menjadi ayahnya yang bisa dibuktikan melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah dengan keluarga ayahnya”.137 

Walaupun belum tentu ada ikatan perkawinan antara ayah dan ibu, 

namun hubungan perdata antara anak dengan ayah dan keluarga ayahnya 

didasarkan atas hubungan darah yang nyata maupun hubungan darah menurut 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Hubungan 

keperdataan antara anak dengan ibu kandungnya serta hubungan darah dan 

 
136 Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, 28. 
137 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 38. 
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keperdataan antara anak dengan ayah kandungnya tetap ada meskipun ayah dan 

ibunya tidak ada atau tidak lengkapnya hubungan perkawinan.138 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2016 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan 

contoh pertama dari kebijakan nikah siri yang dapat dikaitkan dengan SPTJM. 

Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1), seperti akte kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong persalinan, akta 

nikah/surat nikah kutipan, KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai 

anggota keluarga, orang tua /wali/pelapor e-KTP, dan paspor bagi warga negara 

Indonesia bukan penduduk dan orang asing, suami istri dapat melampirkan 

SPTJM dan harus diketahui oleh dua orang saksi.139 

Adanya penggunaan SPTJM di dijelaskan dalam Permendagri No 9 

Tahun 2016 Pasal 4 sebagai berikut:140 

Pasal 4  

(1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari 

dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

 
138 Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, 102 
139 Agus Sahbani, “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Jakarta”, Hukum Online, 12 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-

dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/ 
140 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan 

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325).  



78 
 

  

3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM 

kebenaran data kelahiran.  

(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, 

pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami 

isteri. 

(3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab pemohon. 

Dari peraturan inilah munculnya terobosan baru mengenai Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Selain itu dalam akta kelahiran 

yang terbit akan ada penambahan frasa “yang perkawinanya belum tercatat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini termaktub 

dalam Pasal 48 Ayat (2) Permendagri No 108 tahun 2019 yang berbunyi sebagai 

berikut:141 

Pasal 48 

(2)  Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:  

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; 

dan  

 
141 Pasal 48 Ayat (2) Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 

Pencatatan Sipil 
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b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukan status 

hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register 

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan 

ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum 

tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan alternatif yang dikeluarkan Permendagri ini memang bagus 

namun disisi lain akan menabrak ketentuan yang sudah diatur dan sudah berjalan 

selama ini. Bisa jadi hukum akan kehilangan martabatnya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Prof. Dr. A. Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A bahwa secara 

substansial dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga 

negara, khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui 

Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri yang lain terkait 

dengan penggunaan SPTJM. Namun kebijakan yang baik dan semangat untuk 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru 

berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Karena  

pencatatan yang semestinya adalah sesuai dengan yang ada pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan  No 1 Tahun 1974 dan aturan pelaksanaanya PP No 9 Tahun 1975.142 

h. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 

Tahun 2019 

 
142 Agus Sahbani, Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Jakarta, Hukum Online, 12 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-

dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/ 
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Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Yaitu Penerbitan KK Baru untuk membentuk 

keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi 

persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata 

cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta persyaratan lain berupa 

SPTJM bagi  perkawinan/perceraian belum tercatat.143 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, suatu perkawinan diakui dan 

memberikan kepastian hukum apabila dicatat oleh Pencatat Perkawinan (PPN) 

pada Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-

Muslim. Termasuk akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan 

tersebut. Persyaratan pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 

angka 2 UU No. UU Perkawinan Tahun 1974 merupakan peraturan perundang-

undangan yang sangat penting karena dapat menjamin ketertiban sosial serta 

perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta berfungsi 

untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat.144 

Selain untuk menegakkan tertib hukum, proses pencatatan perkawinan 

mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah terjadinya penyimpangan 

rukun dan syarat perkawinan. Hindari menggunakan identitas orang lain saat 

 
143 Pasal 10 ayat (2)  Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 

Pencatatan Sipil 
144 Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih”, Mizani, No 1 

(2017): 55, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010/0 
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akan menikah, seperti pria yang mengaku lajang tapi sebenarnya sudah punya 

istri dan anak. Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan Pegawai 

Pencatat Nikah melakukan penelitian tentang syarat-syarat perkawinan guna 

melakukan tindakan preventif.145 

 

2. Horizontal 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 mengatur 

tentang pencatatan perkawinan di dalam pasal 5 huruf b yang berbunyi: 

Pasal 5 

Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:  

b.  Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan 

pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk 

yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta 

perkawinan atau kutipan akta perceraian; 

Pasangan yang tidak memiliki buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta 

cerai dapat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan 

keterangan di atas. Alasan penyusunan Permendagri No. 109 Tahun 2019 adalah 

 
145 Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih, 56 
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administrasi kependudukan yang sederhana, efektif, dan efisien. Akibatnya, 

Administrasi Kependudukan harus dilakukan pembaharuan jenis dan spesifikasi 

buku dan formulir yang digunakan. Namun dalam beberapa pasal, disinggung 

perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Tujuan dari 

peraturan tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan administrasi 

kependudukan. Apabila ditelaah lagi, Perkawinan yang tidak dicatatkan terkesan 

melawan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.146 

Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) yang mencantumkan nikah siri pada kartu keluarga (KK). 

Namun, kebijakan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan sorotan, ada 

yang setuju dan ada yang tidak. Ada yang menilai kebijakan ini akan 

berimplikasi pada ketidakpastian hukum, ada pula yang menilai kebijakan 

tersebut melanggar norma dan tumpang tindih dengan keberadaan instansi 

terkait lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini sangat 

diperlukan demi kepastian hukum. Kebijakan tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum, yang berarti dikhawatirkan banyak pihak yang 

beranggapan bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan 

hukum, karena telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK). 

Dan akibat hukum yang timbul adalah negara akan dianggap mengakui 

dan melegitimasi suatu perbuatan hukum kawin belum tercatat. Secara substansi, 

kebijakan sebenarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak warga 

 
146 Anas Maulana, Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang 

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, 66. 
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negara. Terutama perlindungan anak yang lahir dari pasangan nikah yang tidak 

terdaftar. Kebijakan ini dapat dilakukan demi kesempurnaan pendataan, artinya 

tidak ada warga negara yang tidak dapat diikutsertakan dalam KK, apapun 

statusnya.147 

Dirjen Dukcapil membuat kebijakan ini sebagai upaya mencari solusi, 

karena perkawinan belum tercatat sah menurut agama, syarat dan rukun 

perkawinan telah terpenuhi, yang keabsahannya mengikat dan sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kebutuhan pencatatan 

perkawinan yang tidak tercatat bagi mereka yang kawin belum tercatat 

tampaknya perlu diperjelas dan dipertimbangkan. Semuanya itu agar tidak 

melanggar norma dan berbenturan dengan lembaga lain. Karena asas dasar 

perkawinan adalah asas pencatatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, 

pencatatan nikah yang belum tercatat dalam KK membuat pelaku nikah di bawah 

tangan menjadi kontraproduktif.148 

b. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 

Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 mengatur tentang 

pencatatan nikah. Akta nikah digunakan untuk mencatatkan perkawinan seorang 

 
147 Iwan Kustiawan dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat 

Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 

Tahun 2019 Di Kota Banjar, Case Law No 2 (2022): 117, 

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2840/2128 
148 Iwan Kustiawan dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum 

Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, 117. 
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laki-laki dengan seorang perempuan muslim sesuai dengan pasal 2 ayat 1. 

Artinya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus mencatatnya dalam hal ini. Dalam 

konteks masyarakat, peraturan ini sangat cocok. Tak dapat dipungkiri bahwa 

kehidupan akan berkembang dan kebudayaan juga akan semakin modern, 

khususnya dalam hal administrasi dan ketatanegaraan. Akibatnya, segala sesuatu 

yang dilakukan memerlukan kepastian hukum. Meskipun tidak ada dalil yang 

menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan itu wajib, beberapa informasi yang 

disajikan di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan itu bermanfaat. 

Karena dikhawatirkan apabila tidak dicatatkan akan menimbulkan 

kemudaratan.149 

“Pendaftaran keinginan nikah dilakukan selambat-lambatnya 10 

(sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan,” bunyi Pasal 3 

Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah yang dikeluarkan 

Menteri Agama Republik Indonesia. Sangat jelas dari beberapa peraturan 

sebelumnya pendaftaran kehendak nikah itu dilakukan paling lambat sepuluh 

hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Sekalipun belum genap 

sepuluh (10) hari kerja sejak pengumuman perkawinan, mungkin ada alasan 

penting untuk segera menikah, seperti salah satu calon mempelai akan segera 

berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan tugas kenegaraan.150 

 
149 Prof Dr Nasaruddin Umar MA, “Dilema Nikah Siri”, UIN Jakarta, 31 Januari 2022 diakses 20 

Maret 2023, https://www.uinjkt.ac.id/dilema-nikah-siri/ 
150 Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
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Paling tidak, keuntungan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut::151 

a. Bertindak sebagai bukti yang sah dan sah bahwa telah terjadi perkawinan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dapat 

diperlihatkan dan dipergunakan untuk rencana-rencana 

kependudukan/organisasi pemerintah, misalnya Kelengkapan persyaratan 

pendidikan atau pekerjaan, KTP, Kartu Keluarga , Akte Kelahiran Anak, 

dll. 

b. Menjadi bukti asli dan sah di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. 

c. Menjadi sarana yang sah dan sah untuk menjamin perlindungan hukum atas 

hak-hak yang diberikan oleh perkawinan, seperti nafkah dan tempat tinggal 

istri atau anak, iddah nafkah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan, 

dan lain-lain. 

Negara telah mengatur penyelesaian hukum atas persoalan tidak dicatatnya 

perceraian dan tidak tercatatnya status perkawinan di kartu keluarga. Pertama-tama, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 yang kemudian 

diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama. Amandemen tersebut menjelaskan bahwa warga negara 

yang melakukan perkawinan di luar nikah dapat mengajukan (sukarela) isbat 

(penetapan perkawinan) ke Pengadilan Agama. Pada awalnya, akta nikah biasanya 

hanya mencantumkan empat hal: adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, hilangnya akta nikah, 

 
151 Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih, 56 
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adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pertanyaan tentang 

legalitas salah satu syarat perkawinan. 

Mahkamah Agung memberikan izin untuk mengajukan akta nikah sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, yang 

didasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut 

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal ini dianjurkan untuk perkawinan antara 

orang-orang yang menghadapi hambatan perkawinan. Selain itu, bisa 

melangsungkan akad nikah kembali tanpa harus mendaftarkan perkawinan tersebut 

di KUA terlebih dahulu. Namun, waktu perekaman tidak dapat ditulis mundur dan 

harus berdasarkan waktu sebenarnya.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
152 Iwan Kustiawan dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum 

Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, 118. 
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           BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pencatatan 

perkawinan belum tercatat, dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Pencatatan perkawinan belum tercatat menurut Permendagri No 109 

Tahun 2019 mengalami ketidaksinkronan pada materi hukumnya dengan 

peraturan perundang-undangan di Indonesian terkait tentang prosedur 

proses pencatatan perkawinan yang langsung diarahkan pada Dukcapil 

dengan cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) disertai dengan 2 orang saksi. 

2. Substansi peraturan perundang-undangan harus selaras antara norma 

hukum tertinggi sampai dengan yang terendah, mulai dari UUD Tahun 

1945, UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, KHI, Perpres No 96 

tahun 2018Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Permendagri  Nomor 

9 tahun 2016, Permendagri No 108 Tahun 2019, Permenag No 20 Tahun 

2019, Permendagri No 109 Tahun 2019, sesuai dengan hierarki peraturan 

perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. 

B. Saran 

1. Selayaknya pemerintah melakukan upaya sinkronisasi substansi materi 

Permendagri No 109Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan belum 

tercatat terhadap UU No 1 Tahun 1974 sebagai peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi kedudukanya. 

2. Seyogyanya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 

Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung 

melakukan koordinasi terkait dengan pencatatan perkawinan yang 

terpadu untuk menghindari disharmonisasi peraturan perundang-

undangan terkait pencatatan perkawinan. 
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